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dan karunia-NYA yang telah memberikan tuntunan serta kekuatan kepada
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judul: “PERUBAHAN AKTA ANGGARAN DASAR PERSEROAN
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RINGKASAN

Berdasarkan perkembangan hubungan ekonomi, terutana dibidang
usaha dan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomt di Indonesia
tidak dapat dihindarkan. Indonesia harus membenahi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui penyusunan
produk-produk hukum atau pembaruan hukum vang sudah ada dan sangat
dibutuhkan untuk memberi landasan ekonomi tersebut,

Sebagai badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status
badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasarnya sudah
disahkan olch menteri kchakiman. Oleh karena itu untuk sctiap perubahan
ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk
memberikan kepastian hukum. Perseroan dalamm mengadakan hubungan
hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi
RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat sccara
teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar
maupun peraturan perseroan lainnya. Dalam praktek dimasyarakat, akta
perubahan yang seharusnya mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia ternyata ada yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian
diikkutt dengan dikeluarkannya akta perubahan yang lain. Konsekuensinya
adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk intern perseroan sendiri
maupun masyarakat yang memeiliki kepentingan terhadap perseroan tersebut.

Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPT dengan sengaja membedakan
antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka
pendinan, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan. Pengesahan
berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan
keberadaan. Karena itu, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian
PT dan persetijuan untuk perubahan anggaran dasar.

Sebelum Akta Pendirian persercan memperoleh pengesahan dad
Mentenn Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak
berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan
penanjian intuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti
berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak,
batk pihak pendini maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan
perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-
undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para
pembuatnya. Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang
membentuknya. yaitu merosotnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap
perangkat hukum yang telah tersedia, sehingga akan mendatangkan keresahan
dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan.
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pasal 1 avat (1) undang-undang nomor 1| Tahun 1995, merumuskan
pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didinkan berdasarkan
perjanjian, yang melakukan kepiatan usaba dengan modal tertentu, yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persaratan  yang ditetapkan
datam undang-undang i serta peraturan pelaksanaannya.

Sebenamya, arti istilah Naamiloze Vennootschap tndak sama depgan arti
istilah perseroan terbatas. Naamloze Vennootschap, diartikan sebagai persekutuan
taipa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagal nama persekutuan,
seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dan perusahaan yang
bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan vang modalnya
terdiri atas saham-saham,. dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumiah
nominal daripada saham-saham yang dinilikinya. Jad:, istilah perseroan terbatas
lebih tepat daripada istiiah Naamloze Vennootschap, sebab arti perseroan terbatas
lebih jélas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senvatanya, sedangkan arti
istilah Naamloze Vennootschap kurang dapat menggambarkan tentang tsi dan sifat
perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati 1stilah

perseroan terbatas, yaitu Company Limited by Shares Perseroan terbatas int di

ERT)
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Jerman, Austrnia dan Swiss disebut Aksiengesellschaft dan di Perancis disebut
Societe Anonyme."

Derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan transportasi
dewasa ini telah mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai langkah dan
kegiatan yahg antisipatif baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Langkah dan kegiatan antisipatif di bidang ekonomi terwiyjud dalam keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, seperti AFTA dan
APEC, Bahkan, dengan telah ditandatanganinya persetujuan GATT di Maroko 15
April 1994 yang -Ialu, di mana Indonesia sebagai salah satu negara pihak, telah
meratifikasi persefyuan GATT tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994.

Tercapainya persetyjuan GATT tersebut, menuntut untuk lebih siap
menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam struktur pasar bebas. Indonesia
harus mampu menembus pasar internasional dan berani menghadapi berbagat
dampak yang timmbul sebagai akibat dan perkembangan dumia usaha dan
perdagangan yang sangat pesat dan semakin terbuka.

Berdasa-kan perkembangan hubungan ekonomi intemastonal, terutama di
bidang usaha dan perdagangan tersebut, pembaharvan hukum yang berkaitan dengan
kegiatan ekonomi di Indonesia tidak dapat dihindarkan, jika tidak ingin tertinggal
atan ditinggalkan dalam hubungan eckonomi mternasional. Indonesia harus
mernbenahi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi

melalui penyusunan produk-produk hukum atau pembaharuan hukum yang sudah

" H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hulaum Dagang 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan,
Jakarta, 1995, hal. 90.
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ada dan sangat dibutuhkan untuk memben landasan yang kokoh bapi Kegiatan
ckonomi tersebut. Salah satu upaya dalam rangka pembenahan peraturan perundang-
undangan melaht pembaharuan hukum adalah penyusunan Rancangan Undang-
Undang tentang Perseroan  Terbatas. Kebutuhan untuk membenahi  peraturan
perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dirasakan sudah sangat mendesak,
karena perseroan terbatas yang diatur datam Kitab Undang-Undang Hukum Dagany
sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan perckonomian dalam dunia usaha
dan perdagangan vang semakin terbuka,

Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum serta untuk  memcenulu
kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta pula
untuk menjamin kepastian bukum, telah dilakukan pembaruan tentang perseroan
terbatas sebagal mana diatur dalam Undang-Undang Nemor | Tahun 1995,

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas vang akan diberiakukan
efektif satu tahun setelah diundangkannya undan-undang ini, dimulal dihitung
sejak tanggal 7 Maret 1995, disebutkan bahwa peraturan tentang perseroan
terbatas sebagaimana diatur dalam Wetboek van Koophandel S.1947 23, vang
dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tersebut sudah tidak dapat
mengikuti perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat
dewasa inl.

Dengan berlakunya undang-undang perseroan terbatas, Buku Kesatu Titel
Ketiga Bagian ketiga pasal 36 sampat dengan pasal 56 Kitab Undang-undang
Hukum Pagang vang mengatur mengenal perseroan terbatas berikut segala
perubabannva dan Undang-undang Nonor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak

beriaku. Walaupun buku Kesatu Titel Ketiga Bagtan Ketiga dari pasal 36 sampai
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denagan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang beserta segala
perubahannya, berdasarkan pasal 128 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perscroan
Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti yang baru.

Sebagat badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status
badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasamya sudah
disahkan oleh menteri kehakiman. Oleh karena itu untuk setiap perubahan
ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk memberikan
kepastian hukum.

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga
diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris,
Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang
sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya,

Selanjutnya, dan pengertian perserdan terbatas sebagaimana disebutkan di
atas, dapat diketahui pula bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan
berdasarkan perjanjian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan akta
notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan
bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia. Demikian bula Pasal 38 ayat (1) KUHD
menyatakan bahwa akta perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas
ancaman kebatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun
Pasal 38 ayat (1) KUHD, jelas bahwa pendirian perseroan terbatas harus
dilakukan dengan akta notaris. Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan

syarat esensial (inutlak) bagi pendirian perseroan terbatas, Ini berarti fungsi akta
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notaris dalam pendirian perseroan terbatas bukan hanya sebagai alat bukti
eksistensi perseroan terbatas, karena ketiadaan akta notaris mengakibatkan
perseroan terbatas dianggap tidak ada (pendirian perseroan terbatas batal demi
hukum}).

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak kehga
diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris.
Organ-organ ini dipilih dan drangkat secara teratur menurut mekanisme yang

sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan laimnya.

Selanjutnya, dan pengertian perseroan terbata‘s sebagaimana disebutkan di
atas, dapat diketahui pula bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan berdasarkar
perjanjian, yang dilakukan oleh 2 (dua orang atau iebih dengan akta notans yang
dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan
didirikan oleh 2 {dua} orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia. Demikian pula Pasal 38 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa akia
perseroan harys dibuat dafam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun Pasal 38 ayat (1) KUHD,
jelas bahwa pendinian perseroan terbatas harus dilakukan dengan akta notaris.
Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan syarat esensial (mutlak) bagi
pendirian perseroan terbatas. [ni berarti fungsi akta notaris dalam pendirian perseroan
terbatas bukan hanya sebagai alat bukti eksistensi perseroan terbatas, karena
ketiadaan akta notaris mengakibatkan perseroan terbatas dianggap tidak ada

(pendinan perseroan lerbatas diancam batal detmi hukum).
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Perseroan dalam mengadakan hubungaﬁ hukum dengan nihak ketiga
diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Dircksi dan Komisaris.
Organ-organ ini dipilth dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang
sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.
Sclanjutnya, dari pengertian perseroan terbatas scbagaumana discbutkan di atas,
dapat diketahui puia bahwa pendirian perscroan terbatas dilakukan berdasarkan
perjanjian, vang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan
didirikan oleh 2 dua} orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia. Demikian pula Pasal 38 ayat {1) KUHD menyatakan bahwa akta
perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun Pasal 38 ayat (1) KUHD,
jelas bahwa pendiran perseroan terbatas harus dilakukan dengan akta notaris.
Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan syarat esensial (mutlak) bagi
pendinian perseroan terbatas. Imt berarti fungsi akta notaris dalam pendirian perseroan
terbatas bukan hanya sebagai alat bukti eksistensi perseroan terbatas, karena
ketiadaan akta votanis mengakibatkan perseroan terbatas dianggap tidak ada

(pendirian perseroan terbatas diancam batal demt hukum).

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas inensyaratkan
perubahan-perubahan tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
memperoleh persctujuan Mentert Kehakiman terlebih dahulu sebelum didaftarkan
dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Repubhk

Indonesia. Selanjutnya pasal 15 ayat (2) memberikan perincian mengenai
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perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar perseroan yang harus memperoieh

persetujuan darf Menteni Kehakiman, yaitu:

o

Nama perseroar..

b. maksud dan tujuan persercan.

¢. kegiatan usaha perscroan,

d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan
dalam jangka waktu tertentu,

e. besarnya modal dasar;

f pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau

g. perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
atau sebahknya.

Dalam praktek dimasyarakat, akia perubahan yang seharusnya mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termyata ada yang tidak
dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan bahkan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya akta perubahan
vang lain. Konsekuensinya adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk
internn perseroan sendiri maupun masyarakat yang memeiliki kepentingan
terhadap perseroan tersebus.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan
yang akan dibahas adalah:

a. Bagaimana proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas

dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19957
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b. Apakah akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yang
belum mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia terhadap perseroan terbatas?

2. Tujuan Penelitian
a. Untuk dapat mengetahui dan memahami proses penyesuaian anggaran
dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995.
b. Untuk dapat mengetahui dan memahami pengaruh dampak hukum akta
perubahan yang belum mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia terhadap perseroan terbatas.

3. Manfaat Penelitian
&  Apar dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang perseroan
terbatas di Indonesia dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh pihak yang lain dalam bidang yang sama.
b.  Agar dapat dijadikan bahan masukan serta sebagai sumbangan pikiran bagi
mereka yang ingin mendalami bidang hukum perseroan terbatas di

Indonesia

4. Kajian Pustaka
Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas.
Sebagal bagian dart akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam

perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari piha-pihak dalam
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anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus.
Anggaran dasar persercan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta
pendirian perseroan terbates disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,”

Datam kaitan ini perlu kita simak bunyi Pasal 4 UUPT yang menyatakan
bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan,
dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 4
UUPT antara lain menyatakan berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar
perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula
kewajibanan setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, dan
asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan bunyi Pasal 4 UUPT
dihubungkan dengan penjelasannya, aturan main perseroan tidak hanya bersumber
pada UUPT, tetapi juga bersumber pada anggaran dasar perseroan terb:atas maupun
peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, sepanjang anggaran dasar perseroan
terbatas tidak menentukan lain, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT
maupun peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi perseroan terbatas yang
bersangkutan. Perincian lebih lanjut mengenai aturan main perseroan dapat dijumpai
dalam anggaran dasar perseroan yang bersumber pada petjanjian dan UUPT.

Adapun hal-hal yang wajib dimuat dalam angéaran dasar perseroan
sebagaimana ditentukan dalam Pasat 12 UUPT meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usahaperseroan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya,Serf Hidum Bisnis, Perseroan Terbatas Rejagrafindo Persada Jakarta,
2000,hal, 29 .
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¢. jangka waktu berdirinya perseroar,

d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor,

e. jumlah saham, jumiah klasifikasi saham apabila ada berikut jurlah saham untuk
tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal
setiap saham,

f  susunan, jurnlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tala cara penyelenggaraan RUPS;

h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara
anggota Direksi dan Komisars;

1. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan

J-  ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT.

Hal-hal yang disebut dalam Pasal 12 UUPT bersifat imperatif, artinya paling
tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan. Dengan kata
lain Pasal 12 UUPT menyebutkan hal-hal yang minimal yang mesti masuk dalam
anggaran dasar perseroan terbatas, selebihnya dapat ditambah sendin.

Merigeuaj penggunaan nama perseroan terbatas diatur dalam Pasal 13 UUPT
yang menentukan, bahwa nama yang dipakai perseroan terbatas tidak boleh
menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau minp
dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau
kesusilaan. Ini berarti perseroan terbatas tidak dapat sembarang memberikan nama
kepada perseroan terbatasnya. Nama-nama yang boleh dipergunakan perseroan
terbatas adalah nama-nama yang belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau
tidak mirip dengan nama perseroan lain atau tidak bertentangan dengan ketertiban

umumn dan atau kesusilaan.
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Larangan Pasal 13 UUPT ini tidak dilengkapi dengan sanksi. Penegakan
aturan yang bersifat imperatif dan tidak dibarengi dengan sanks: ini ada di tangan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan dengan cara menolak
permohonan pengesalian perseroan terbatas menjadi badan bukum jika diketahut
bahwa nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu sama atau
mirip dengan nama perseroan terbatas lain vang telah ada atau juga nama perseroan
terbatas yang dimchonkan pengesahannya itu bertentangan dengan ketertiban
umurn dan atau kesusilaan.”

Dahulu dibawah KUHD terdapat nama-riama perseroan terbatas yang tidak
sesual dengan kegiatan usaha vang dijalankan, walaupun Pasal 36 ayat (1) KUHD
menayatakan bahwa perseroan terbatas tidak mempunyai sesuatu firma, dan tidak
mermakar nama salah seorang atau lebih dari para peseronya tetapi diarbinyalat:
nama perseroan itu dari fujuan perusahaannva semata-mata.

Nama perseroan terbatas merupakan jati din dan suatu badan hukum dan
sangat penting artimya dalam lalulintas perdagangan. Karena itu, pengaturan
pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan
hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas vang, beritikad baik. Secara hukum,
pemakatan nama perseroan terbatas tidak boleh merugikan sesama penguszha dt
bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat,

Di samping alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UUPT,
menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintall Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakalan Nama Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan pemakaian nama

perseroan juga dapat ditolak, apabila nama tersebut:

* Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannva Dalam Akta Notaris,
Rajagrafindo Persada Jukarta, 1996, hal 25
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a. sama atay mirip depgan nama perseroan yang permohonan persetujuan
pemakaiannya telah diterima lebih dahulu; termasuk kemiripan dalam tulisan,
arti, atau cara pengucapan misalnya PT Bhayangkara dengan PT Bayangkara,
PT Sempurna dengan PT Sampoemna, PT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi
Pratiwi;

b. sama atau mirip dengan merek terkenal, kecuali ada izin dari pemilik merek
terkenal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang
beritikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang
sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama
usahanya, tanpa , seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan, misalnya
PT Coca Cola;

¢. dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga
pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan perafuran perundang-
undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan,

d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka, misalnya PT 3, PT 99, PT Tiga
6 Tiga;

e. hanya tedii dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata,
misalnya PT S, PT A, PT ABC;

f memmjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain,
misalnya PT Impor Ekspor; atau |

g tidak sesuai dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha perseroan, misalnya
PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT
Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan;
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h. hanya merupakan nama suatu tempat, yaitu antara lain daerah, wilayah, dan
negara, misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura,

t. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti yang sama sebagat
arti perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata,
misalnya Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated,
Associate, Association, SA, SARI, AG, Ltd, Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE, Co,,
& Co., Inc., NV, atau BV,

Demikian pula nama perseroan terbatas harus didahulu: dengan perkataan
Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Artinya, perkataan PT harus diletakkan di
depan nama perseroan dan hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan
sesuai dengan ketentuan UUPT. Khusus bagi perseroan terbuka, selain berlaku
ketentuan di atas, pada akhir nama perseroannya ditambah dengan singkatan kata Tbk,
misalnya PT BNI 194 6 Tbk.?

Sama hainya dengdn manusia, perseroan terbatas juga memiliki domisili, yang
dinamakan dengan tempat kedudukan. Tempat kedudukan ini diperlukan supaya jelas di
dalam penyelenggaraan hubungan pengiriman dan sebagainya. Pasal 5 UUPT menyatakan
bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia
yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan
kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus
disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat
dihubungi.

Demikian pula dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas, para pendirni dapat

menguraikan maksud dan tujuan mendirikan perseroan terbatas dengan bebas asalkan tidak

* Rachmadi Usman, Dimensi Hulum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung, 2004, hal 70-71
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 2 UUPT menyatakan bahwa kegiatan perseroan
harus sesuai dengan maksud dan twuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Artinya, kegiatan, usaha yang
akan dijalankan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan mendirikan
perseroan terbatas, mengusahakan yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan, Seyogyanya maksud dan tujuan
perseroan terbatas dirunuskan secara spesifik dan konkret, serta tidak tertalu luas.

Kalangan notaris biasanya sangat luas merumuskan maksud dan tujuan mendirikan

' perseroan di dalam akta pendinan atau anggaran dasar perseroan. Sasarannya unfuk
menampung perkembangan aspirast yang muncul di kemudian hari, misalnya keinginan
untuk membuka cabang perseroan di tempat lain atau keinginan untuk menambahkan lagi
Jjenis usaha petseroan. Jika di kemudian hari ternyata ada keinginan untuk membuka cabang
atau ada keinginan untuk menambah usaha perseroan, tidak perhu lagi minta notaris untuk
membuat akta perubahan, tetapi cukup minta izin usaha baru dan izin-izin lain yang
dipandang perlu kepada pemerintah.’

' Dahulu’ dalam Buku Petunjuk Tata Cara Pendirian PT dan perubahan
Anggaran Dasar yang diterbitkan Departemen Kehalkiman menentukan usaha-usaha
khusus yang tidak digabung dengan usaba lain sebagaimana permintaan dan
Departemen/Instansi yang membawali bidang usaha, yaitu:

i perhotelan;
2 biro perjalanan wmuimn dan agen perjalanan;

3. jasa komputer;

% Anisitus Amanat, op.cif, hal 30-31
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4 money changer,

5. rekaman video dan perfilmag,

6. apotik;

. penerbitan pers.

Kemudian ditentuan pula usaha-usaha khusus yang harus mendapat
rekomendasi dart Departemen/Instansi yang membawahi bidang usaha tersebut di
bawah int antara lain:

., PT PMA dan PT PMDN
Untuk PT PMA klausula maksud dan tujuannya harus sesuai dengan Surat

Pembentahuan Tentang Persetwywan Presiden {(SP3) dan BKPM beserta

lampirannya. Sementara untuk PT PMDN harus sesual dengan Surat Persetujuan

Tetap (SPT) tentang Penanaman Modal Dalam negen dan BKPM beserta

lampirannya.

2. Lembaga keuangan Non Bank, Asuransi dan Leasing Klausula maksud dar.
tujuannya ditentukan dalam rekomendasi yang diberikan oleh Departemen
Keuangan.

5 Bank Umum
Bank Indonesia memberikan rekomendasi atas isi akta pendirian PT

tersebut dililat dan segi teknis perbankan termasuk juga maksud dan tyjuannya.

4. Bank Pasar dan Bank Desa
Bank Rakyat Indonesia memberikan rekomendasi atas isi akta pendirian

tersebut dilihat dan segi teknis perbankan termasuk juga maksud dan tyjuannya.

5. PT Persero
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Klansula maksud dan tujuannya harus mendapat persetujuan  dari
Departemen yang membawahi bidang usahanya serta Departemen

Keuangan.

6. Usaha di bidang pelayaran, EMKL, pergudangan dalam lingkungan
pelabuhan, marine service; salvage (pekerjaan di bawah air), diving
survey, survey hidrografis, bathymetris dan survey laut, klausula
ditentukan di dalam rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan laut, Departemen Perhubungan.

7. Usaha di bidang EMKU dan Perusahaan Penerbangan harus mendapatkan
rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen
Perhubungan.

8. Radio Siaran Non Pemerintah harus mendapatkan rekomendasi dari
Departemen Penerangan. Sedangkan untuk maksud tjuan surveyor, valuer
(penilai), Freight Forwarder, Sewa Beli dan Hire Purchase cukup hanya
melampirkan Jzin Usaha dari Departemmen Perdagangan sesuai dengan
maksud dan tujuan. Sedangkan untuk maksud tujuan Jasa Konsultan
Keamanan, Jasa Penerapan Peralatan Keamanan dan Jasa Diklat Keamanan
harus ada rekomendasi atau Izin Usaha dari Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia/Potisi Daerah.

Kemudian bidang useha-usaha yang perlu rekomendasi dan atau cukup
melampirkan [zin Usaha dart Departemen/ Instansi yang membawahi bidang usaha
tersebut clan dapat digabung dengan bidang usaha lain, yaitu:

1. a Industri Pembuatan Kapal

b. Reparasi Kapal
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¢.  Pemecah Kapal
d.  industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
¢.  Industni Bangunan Lepas Pantai

Bidang usahz-usaha tersebut di atas harus ada rekomendasi dan
Departemen Perindustrian.

2. latihan Keterampilan dan Pendidikan Tenaga Kera serta Penginmman
Tenaga Kerja harus ada tzin dan Departemen Tenaga Kerja.
3 a. Pameran

b. Konferensi, Seminar, Simposium, Diskusi dan Ceramah

¢. Study Tour, Karya Wisata dan Kursus-kursus
Harus ada rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Terakhir khusus untuk PT yang meneruskan usaha perusahaan lain yang
fidak berstatus badan hukum, mengenai maksud dan tujuannya harus dicantumkan
klausula seﬁagai benkut: Meneruskan usaha vang dilakukan oleh CV, Fima dan
usaha perorangan yang mengubah bentuk menjadi PT.

Dibandingkan dengan KUHD, UUPT tidak membatasi jangka waktu
berdinnya suatu perseroan terbatas. Pasal 46 KUUHD menentukan bahwa perseroan
terbatas didirtkan untuk jangka waktu tertentu, demgan tidak mengurangi
kemungkinan untuk memperpanjangnya lagi sebelum jangka wakwu tersebut
berakhir. Pada wnumnya, perseroan terbatas didirikan untuk jangka waktu 75 tahun
atau 30 tahun untuk perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman
modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing. Dafam Buku Petunjuk Tata Cara Pendinan PT

Jan Perubahan Anggaran Dasar dikatakan apabila PT PMA didinkan untuk jangka
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waktu 75 tahun harus dicanturnkan klausula dengan ketentuwan, bahwa Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berlaku untuk
perseroan ini untuk jangka waktu 30 (tiga puiuh) tahun sejak tanggal persetujuan
atas anggaran dasar ini oleh pihak yang berwajib, kecuali bilamana ijin untuk
penanaman modal diperbahasui. Jika jangka waktu pendiriannya akan berakhir,
dapat dimintakan perpanjangan kepada Departemen Kehakiman Permohonan
perpanjangan sebaiknya diajukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir,
disebabkan bita diajukan setetah tangka waktu tersebut berakhir hal tersebut berarti
bahwa perseroan tersebut telah bubar demi hukwm. Perpanjangan jangka waktu
adalah suatu perubahan anggaran dasar karena mengubah pasal yang bersangkutan,
sehingga perlu ditakukan dengan RUPS.

Dalam Pasal 6 UUPT dinyatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka
waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan bunyi Pasal 6 UUPT,
pada dasarnya jangka waktu berdinnya perseroan terbatas tidak terbatas. Akan tetapi,
apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, hal tersebut harus ditegaskan dalam
Anggaran Dasar. Menurut Pemerintah, kalau memang suatu perseroan dapat tetap
hidup sampai ratusan tahun mengapa harus ada pembatasan, Menentukan jangka
waktu semacam in akan menimbulkan masalah untuk menemukan dasar yang tepat
bagl penentuan waktu tersebut. Kalaupun ada pembatasan waktu hal tersebut
berdasarkan diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 24 ayat 1 UUPT menentukan modal dasar perseroan terbatas terdiri
atas seluruh miar saham. Menurut Prof Dr. H. Rochmat Soemitro bahwa modal

dasar adalah jumiah modal yang disebut dalam akta pendirian® Untuk dapat

% Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas. Y ayasan Dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, hal 52
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mendirikan perseroan terbatas ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 UUPT paling sedikit
modal dasar adalah Rp. 20.000.000. Meskipun demikian undang-undang masih
memberi kemungkinan bagi perseroan terbatas yang mempunyai bidang usaha
tertentu dengan jumlah minimum berbeda yang akan diatur dengan ketentuan
tersendiri. Modal ditempatkan menurut HMN Purwosutjipto adalah modal yang
disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham.” Modal yang ditempatkan pada
waktu pendirian merupakan ikut sertanya para persero pendini® Modal dasar
menunjukkan nilai ssham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu poerseroan.
Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang
disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham
perseroan. Dan modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal
sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun dari pemegang saham
dalam perseroan. Modal disetor ini dapat dilihat pada neraca perseroan.’ Pasal 26
ayat 1 UUPT menetapkan paling sedikit 25% dari modal dasar pada saat pendirian
perseroan. Setiap penempatan modal dimaksud, harus telah disetor paling sedikit
50% dani nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan,

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan harus memenuhi syarat yang
ditetapkan pasal 32 ayat 1 UUPT, yaitu harus mencantumkan nilai nominalnmya
dalam mata vang Republik Indonesia. Yang berarti dalam saham dicantumkan mata
uang Rupiah. Jika suatu saham dikeluarkan tanpa dicantumkan nilai nominalnya
maka tidak dapat diketahui nilai saham dan udak dapat diketabui berapa besarnya

saham yang dikeluarkan perseroan dalam reangka pengumpulan modal. Saham yang

" H.M.N Purwosutjipto, op.cit, hal 105.
¥ Rochmat Soemitro, op.cit, hat 23
? Ahmad Yani dan gunawan Widjaya, op.cit, hal42-43
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didalamnya tidak tercantum nilai nomibnal tidak dapat dikeluarkan sebagaimana
dalamn pasal 42 ayat 3 UUPT.

Mengenai jenis saham yang dapat dikeluarkan perseroan pasal 24 ayat 2
UUPT menetapkan ada dua jenis, yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk.
Yang dimaksud saham atas nama adalah saham yang mencanturnkan nama
pemegang atau perniliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adatah saham yang tidak
mencantumkan nama atau pemiliknya. '

Setiap saham yan diketuarkan perseroan memberikan hak yang utuh kepada
pemegangnya . Artinya hak yang timbul dari saham tersebut tidak dapat dibagi-bagi
menurut kehendak pemegang saham sendiri. Dengan demikian kalau satu saham
dimiliki oleh beberapa orang, tidak menimbulkan hak vang ganda, tetapi hak yang
diberikan hanya dapat digunakan untuk satu orang, sehingga harus ada satu orang
scbagai wakil dari mereka yang mewakili kepentingan bersama. Sebagaimana
disebutkan dalam pasal 72 ayat 1 UUPT bahwa setiap saham yang dikeluarkan
mempunyai hak satu suara kecuali anggaran dasar menentukan lain, Pengecualian
mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 47 ayat 1 UUPT, yang menggariskan
bahwa pecahan saham hanya dapat dikelvarkan berdasaﬂcan ketentuan anggaran
dasar.

Pasal 79 ayat 1 UUPT menyatakan kepengurusan perseroan dilakukan oleh
perseroan. Kemudian penjelasan poasal tersebut menyatakan ketentuan ini
menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara ain meliputi pengurusan
sehari-hani dari perseroan. Sebelumnya pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa

direksi adalah organ perseroan yang bertangpgung jawab penuh atas perseroan untuk

1° Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan Jakarta, 2004, hal 52
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kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 82 UUPT
ditentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengunisan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun
diluar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab direksi kepada perseroan dan
pemegang saham dimulai sejak perseroan memperolehstatus badan hukum
sebagaimana dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 UUPT.

Pimpinan perseroan berikut usaha-usahanya berada ditangan direksi.
Kewenangan pengurnisan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup datam
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan scbagaimana dimuat dalam
anggaran dasarnya. Dengan demikian direksi adalah organ melalui mana perseroan
mengambil bagian dalam lalu hintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk dan atsa nama
perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan
kata lamn, mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Kepengurusan
oleh direksi ini. tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-
hari,

Persyaratan menjadi anggota komisaris ketentuan pasal 96 UUPT tidak
berbeda dengan pasal 79 ayat 3 UUPT yang menghendaki anggota komisaris adilah
orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau. komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pemah
dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam
waktu 5 tahun,
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Tug'ﬁs pokok komisaris seperti yang ditetapkan dalam pasal 97 UUPT
bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi da!am- menjalankan perseroan serta
memberi nasthat kepada direksi. Karena itu sewaktu komisaris menemukan
pekerjaan. direksi yang dinilai kurang scsuai. atau menyimpang dari UUPT dan
anggaran dasar yang dapat mengakibatkan kerugian perseroan Komisaris diwajibkan
memberi nasihat kepada direksi agar tugasnya dilakukan sebagaimana yang
digariskan dalam pasal 85 ayat 1 UUPT,

Ada dua macam RUPS sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 65 ayat
1 UUPT, yaito RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap
tashun untuk membahas laporan talmnan yang diajukan direksi. Undang-undang
menentukan paling lambat laporan tahunan diselenggarakan enam bulan sesudah
tahun buku. RUPS lainnya scbelum lahirnya UUPT dalam praktek dikenal sebagai
Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham yang diadakan kapan saja. Dalam UUPT
tidak memakai istilah Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham tetapi
menggunakan istilah RUPS lainnya.

Untuk melangsungkan RUPS, undang-undang mengharuskan rapat tersebut
dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 64
ayat 2 UUPT. Menurut pasal 66 ayat 1 UUPT, penyelenggaraan RUPS diberikan
kepada direksi sebagai penyelenggara RUPS. Sebelum melakukan pemanggilan
RUPS, perseroan diwajibkan memasang pengumuman akan diadakan pemanggilan
RUPS. Pengumuman tersebut dilakukan melalui dua surat kabar harian selambat-
lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Untuk menyelenggarakan RUPS
maka direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14
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hari sebelum rapat diadakan. Panggilan ity menurut UUPT dilakukan secara tertulis
dengan surat tercatat.

Surat panggilan RUPS selain dicantumkan mengenai tanggal, waktu, tempat
dan acara rapat, juga diberitahukan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam
rapat. Bahan tersebut tersedia dikantor perseroan dan diberikan secara Cuma-Cuma
kepada pemegang saham sejak hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari
RUPS diadakan. Ketentuan tentang pemanggilan RUPS dengan surat tercatat hanya
berlaku bagi perseroan tertutup saja, sedangkan untuk perseroan terbuka
pemanggilannya dilakukan dengan cara memasang panggilan melaui dua surat kabar
harian.

Pemegang saham yang berhak menghadin RUPS adalah pemegang saham
yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak
suaranya tersebut. Untuk dapat melangsungkan RUPS disyaratkan Kuorum yang
harus dicapai adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS lebih dari setengah
bagian dari jumlah selwruh saham dengan hak suara yang sah atau kecuali UUPT
atau anggaran dasar perseroan menenfukan lai. Apabila kuorum tersebut tidak
tercapai, berakibat RUPS tidak dilaksanakan. Selanjutnya perseroan harus
melaksanakan RUPS kedua dalam tenggang waktu yang tidak lama. Perseroan
melakukan pemanggilan kedua paling lambat 21 hari sejak RUPS pertama.

RUP"S kedua kuorum yang harus dicapai berbeda dengan kuorum RUPS
pertama., paling sedikit yang hadir mencapai 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah.
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5. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah
Tipe penclitian adalah penelitian Yuridis Normatif, Sedangkan pendekatan
masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Statute
Approach yaitu penelitian yang bertolak dari peraturan perundang-
undangan dan bahan pustaka yang dipunakan untuk mengkaji dan
menelaah permasalahan hukum pemerd_an terbatas. Dengan menggunakan
pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas
mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur dan terkait demgan permasatahan
yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai Hukum perseroan
terbatas. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan
tesis ini berupa semua publikasi hukum yang meliputi artikel, literatur,
tesis, disertasi, makalah dan karya tulis dari para sarjana hukum yang

relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

¢. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukam
Semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh
melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk

selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang
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diangkat dalam penulisan tesis ini melalui studi kepustakaan yang
mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-
literatur, tests, disertasi dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun
secara sistematis sesuai obyek penelitian. Setelah melalui tahap-tahap
inventarisasi dan identifikasi terhadap semua bahan hukum yang relevan,
maka langkah selanjuinya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan
bahan hukum yang ada baik peraturan perundang-undangan, buku-buku,
literatur-literatur maupun data-data penunjang lainnya yang kesemuanya
itu akan dianalisa dengan metode pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan dengan demikian dapat memberikan gambaran
yang jelas terhadap obyek permasalahan yang akan dibahas dan kemudian

memecahkan permasalahan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan tesis ini akan diawali dengan Bab I yang
merupakan Pendahuluan. Sebagai pendahuluan maka didalamnya telah diuraikan
oleh penulis mengenai gambaran umum permasalahan yang akan dibahas dimana
selanjutnya hal ini akan dijabarkan lebih terperinci pada bab-bab benkutnya. Sub
bab dari pendahuluan terdm dari latar belakang masalah dan rumusannya yang
berisikan tentang dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi
sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Setelah
itu terdapat sub bab tujuan dan manfaat penelitian yang memuat hal-hal yang
akan dicapai dan diharapkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini. Kemudian

sub bab selanjutnya adalah Kajian Pustaka dimana dalam sub bab ini bensi
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mengenai teori-teori mengenai permasalahan termasuk juga di dalamnya
pendapat para sarjana hukum yang terkait dengan permasalahan. Agar
penyusunan tesis ini bisa dijabarkan secara teratur dan sistematis maka
dicantumkan sub bab Metodologi Penelitian dimana dalam sub bab ini terbagi
lagi menjadi sub bab-sub bab yang lain yaitu Pendekatan Masalah, Bahan Hukum
dan Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum. Dalam sub bab
Pendekatan Masalah dijelaskan mengenai pemakaian pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
permasalahan dalam tesis ini dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum
yang berupa artikel, literatur-literatur, tesis, disertasi dan karya tulis dari para
sajana hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan
tesis ini.

Bab selanjutnya dalam penulisan tesis ini adalah Bab II penyesuaian
anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995, dimana di dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas
permasalahan mengenai bagaimana penyesuaian anggaran dasar perseroan
terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dimana pada
Bab II ini terdiri dari sub bab pendirian perseroan terbatas dan prosedur

| perubahan anggaran dasar.

Setelah itu terdapat Bab III akibat hukum akta perubahan yang belum

mendapatkan persetujuan,
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Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas permasalahan mengenai
pengaruh akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan terhadap
perseroan terbatas. Sub bab pada bagian Bab IIl adalah Perubahan Anggaran
Dasar dan akibat hukum akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan
Akhirnya Bab IV Penutup sebagai bab yang mengakhiri seturuh rangkaian
wraian dan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.
Sub bab dari Bab IV Penutup adalah kesimpulan dan saran-saran. Dalam sub bab
kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan
tesis ini deﬁgan didasarkan pada landasan teoritis. Sedangkan pada sub bab saran-
saran di dalamnya berisi sumbangan pemikiran dari penulis atas permesalahan

telah dibahas dalam tesis ini sebagai pemecahan atas permasalahan tersebut.
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BAB II
PROSES PENYESUAJAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1995

1. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan babwa perseroan, didirikan oleh 2 {dua)
orang lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kurang dari
Jjumlah tersebut, adalah tidak mungkin. Sebab satu orang tidak mungkin dapat
mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Jadi harus ada orang lain yang
dtajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan
perseroan terbatas. Dalam hal imi sangat terbuka kemungkinan jumlah orang
yang mendirikan perseroan terbatas tidak dibatasi maksimainya. Satah satu hal
yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena hal
1t sebagai syarat sahnya perjanjian.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu
perjanjian hanya sah jika:

1. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan
pengewrtian bahwa pibak te:sebut dianggap mampu untuk melakukan
tindakan atau perbuatan hukum.

2. Dulakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pthak yang
berjanji

3. Adanya suatu objek yang diperjanjikan.
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4. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang
dipoerkenankan oleh hukum,, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan vang
berlaku di masyarakat.

Pengertian orang disini bisa orang perseorangan atau badan hukum. Ini
berartt yang bertindak sebagal pendiri perseroan terbatas bisa orang perseorangan
atau bahkan badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku bahwa
pada dasamya sebagai badan hukum, perseroan terbatas dibentuk berdasarkan
perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu} orang pemegang saham.

Perjanjian yang dimaksud sebagai dasar pendirian perseroan terbatas adalah
perjamyian khusus lain yang dikenal dalam perjanjian obfigatoir. Perjanjan yang
dimaksud dalam Undeng-Undang Perseroan Terbatas harus ditafsirkan sebagal
perjanjian yang ditujukan unfuk bekerjasaina yang didasarkan pada pengertian.”

Namun, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5} UUPT, bahwa ketentuan yang
mewajibkan pendinan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
tidak bertaku bagt perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara,
berhubung Badan Usaha Milik Negara memihki status dan karakteristik yang khusus
vang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sama halnya dengan yayasan, pendirian perseroan terbatas juga tidak dapat
dilakukan secara hisan, artinya harus dilakukan secara tertulis secara otent:sitas. ini
berarti kelahiran suatu yayasan maupun perseroan terbatas bergantung kepada ada
atau tidaknya akta notans tersebut. Pasal 7 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan
bahwa perjanjian pendirian perseroan terbatas vang dilakukan cleh 2 (dua} orang

atau lebih tersebut harus dituangkan dalam akta otentik di muka notaris, dalam
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bahasa Indonesia. Dengan demikian, pendirtan perseroan terbatas dengan akta
notaris merupakan syarat mutlak adanya perseroan terbatas. Bila pendirian perseroan
terbatas tidak dilakukan dengan akta notans, akan diancam batal dem: hukum.
Demikian pufa menurut Pasal 64 ayat (2) Titel 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
Belanda, syarat pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris yang
disusun dalam bahasa Belanda.'!

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri
tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian.
Akta Pendiman ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban
para pendiri persercan dalam mengelola dan menjalankan perseroan tcrbatas
tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian
sclanjutnya disebut depgan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan
kembali dalam pasal 8 ayat 1 UUPT."”

Meskipun demikian dengan menggunakan akta di bawah tangan nantinya
akan men;:mui kesulitan dalam proses pendirian _PT selanjutnya. Dalam
mendirikan PT memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman terhadap akta
pendiriannya. Jika yang dwajukan bukan akta notaris maka permohonan
pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga
akan berakibat PT tidak berbadan hukum.

Selain 1tu mengapa perlt: dengan akta notaris, karena akta yvang demikian
merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang

sebagai suatu alat bukt! yang mengikat dan sempuma.13 Artinya, bahwa apa yang

! Rachmadi Usman,op ¢it,hal 57
"> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, op.ciz, hal 12
" R Subekti, Hukum Pembukttan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 27
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ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memer-
lukan tambahan alat bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru
menjadi bukti yang sempuma apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

Kemudian dalam mendinkan PT, ada kewajiban setiap pendinnya
mengambil bagian saham pada saat PT didirikan, sebagaimana ditegaskan pada
Pasal7 ayat (2) UUPT. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pendiri PT
sebagai pemegang saham. Karena itu pendiri PT scbagai pemilik perusahaan.
Kondisi ini sebagai konsekuensi dari PT yang merupakan persekutuan saham.

Perseraan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan
dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal_ yang berasal dari
pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan
lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan
milik perseroan. Pasal 24 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUPT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdini atas seluruh nilai
nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam
bentuk lainnya.

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperlukan
sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di
masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah
dibuar oleh perseroan dengan pithak ketiga. Bila di kemudian hari timbul
tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas,

. pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang
terkumpul dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, secara hukum mempunyai

pertanggungjawaban sendiri. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak
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ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekavaan yang
* dipisahkan itu."*

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan
dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari
pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan
lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan
milik perseroan. Pasal 24 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUPT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai
nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam
bentuk lainnya.

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperlukan
sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di
masyarakz;.t. Iarta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah
dibuat oleh perstroan dengan pihak ketiga. Bila di kemudian hari timbul
tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas

Dalam perkembangannya ternyata pemegang saham perseroan hanya satu
orang saja, karena terjadi penjualan saham kepada satu orang. Keadaan ini tentu
melanggar prinsip bahwa PT secbagai persekutuan saham. Keadaan tersebut
diantisipasi oleh Pasal7 ayat (3) dan ayat (4) UUPT.

Apabila perseroan setelah menjadi Badan hukum karena telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman pemegang sahamnya hanya satu orang, maka dalam
waktu paling lama enam bulan sejak saat itu terjadi, pemegang saham yang

bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

* Agus Budiarto, Kedudukan Hukurm dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2002, hal 30
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Jika terjadi sampai waktu tersebut telah lewat dan pemegang saham tetap
berjumlah satu orang, maka konsekuensinya pemegang saham tersebut
bertanggung jawab secara pribadi atas segala perkatan atas kerugian perseroan.
Keadaan seperti ini sangat mempengaruhi bentuk perseroan yang sebagai badan
hukum sudah seperti perusahaan perorangan saja, karena perseroan tidak
mempunyai tanggung jawab lagi sebagai badan hukum.

Perseroan yang hanya mempunyal pemegang saham satu orang tersebut
dapat dibubarkan oleh pengadilan negeri (Pasal 7 ayat {3} UUPT).Ketentuan
Pasal 7 ayat (3) tersebut sangat tegas, bahwa pengadilan negen diberi wewenang
undang-undang untuk membubarkan perseroan yang telah berstatus badan hukum
tetapi menyalahi prinsip minimal ada dua pemegang saham. Masalahnya
bagaimana pengadilan negeri bisa membubarkan persercan tersebut? Persoalan
ini ada di bidang hukum perdata, pengadilan bersifat pasif tidak dapat langsung
mengadill tanpa ada perkara. Pertu ada siapa yang mengajukan permohonan
pembubaran perseroan.’

Dalam Pasal 117 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa pengadilan negeri dapat

membubarkan perseroan atas:

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar
kepentingan umum.

b. permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah.

c¢. permohonan kreditor dengan alasan;

'* Gatot Supramono,op.cit, hal 6
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- perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
- harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut.
d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum
dalam pendirian perseroan.
Di daiam peraturan Maskapai Andil Indonesia, ada penegasan bahwa
status badan hukum suatu perusahaan Maskapai Andil Indonesia diperoleh
. setelah akta pendiriannya disahkan, oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan
ketentuanketentuan tentang perusahaan perseroan terbatas dalam KUHD tidak
ada penegasan serupa itu .'®
Penegasan seperti peraturan Maskapai Andil Indonesia dapat
ditemukan pula dalam UUPT. Pasal 7 ayat (6) dihubungkan dengan Pasal 1
angka 1 UUPT menyatakan bahwa status badan hukum perseroan terbatas
diperoleh setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Menteri
Kehakiman clan Hak Asasi Manusia. Untuk meenperoleh pengesahan dan
status badan hukum dimaksud, menurut "Pasal ¢ UUPT para pendirinya
bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan
melampirkan akta pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan dengan
diketahui notaris. Permohonan mana diajukan kepada Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-
undangan c¢.q. Direktur Perdata. Permohonan pengesahan akta pendirian
perscroan terbatas hanya akan dapat diterima apabila telah memenuhi

persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan. Pengesahan dimaksud

1 Anisitus Amanat, op cit, hal 8
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diberikan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak atau setelah
permiohonan diterima. Btla permohonan ditolak, penolakannya harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan
penolakam‘iya.

Berdasar._kan Keputusan  Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01.HT.01
01. TAHUN 2003 prosedur pengesahan adalah:

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar persercan terbatas sebagaimana dimaksud, Notaris
harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Unwum.

Dalam hal permohonan pengesahan diajukan melalni Sistem
Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronis oleh Notans
dengan mengisi formulir isian akta notaris {(FIAN) Model I atau formulir isian
akta notanis (FIAN) Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau
persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana |
dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis
dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 dan
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas

atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak
berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sccara elektronis.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pernyataan tidak keberatan Mentert Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik salinan
akta pendirian atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta
dokumen pendukung :

a. Salinan akta pendirian perseroan

b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan

¢. Bukti Pembayaran perseroan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
Uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan
anggaran dasar

d. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

e. Bukti setor dan bank

f Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN model I, FIAN model
[l dan atau pemesanan akta perseroan beserta pajaknya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan

huruf ¢, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan angparan
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dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak
meningkatkan modal perseroan.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atan pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) han atau
paling lambat 7 (tujuh) hart sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Mentert
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan surat
keputusan tentang pengesahan akta pendinan atau persetujuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas, yang ditanda tangani secara elektronis.

Berikut ini adalah skema prosedur pengesahan akta pendirian:'’

1 , iy !
7 hrtp:fs wiy sisiminbakum.cony
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Agar tidak tegadi tumpang tindih pengaturan, dalam UUPT tidak diatur
secara tersendiri mengenai per daftaran perseroan terbatas, melainkan mengikuti tata
cara pendaftaran yang secara rind dilakukan oleh Departemen Perdagangan clan
Perindustrian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Hal im
dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan prosedur pembentukan perseroan
terbatas daripada mempunyai dua daftar yang sama, kiranya kata Pemerintah satu

saja sudah cukup.'®

Mengenat pendaftaran perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam

Bagian Ketiga Bab | UUPT, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-
: undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara
RI No. 7 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3214,

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT disebutkan, bahwa Direksi perseroan
waiib mendafiarkan dalam daftar perusahaan. Yang didaftarkan dalam hal ini
bukan PT nya melainkan surat-surat berupa akta pendirian dan akta perubahan
anggaran dasar.

Daftar perusahaan merupakan pencatatan bahan-bahan keterangan yang
dibuat secara benar dan suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi
bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena itu sifat dari daflar perusahaan
adalah terbuka untuk masyarakat. Undang-undang nomor 3 Tahun 1982
menegaskan, bahwa penyelenggaraan pendaftaran itu bertujuan untuk menga-
dakan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya
secara jujur dan terbuka. Bagi Pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat

penting karena akan memudahkan pengawasan keadaan dan perkembangan dunia

'® Rachimadi Usman, op cit, hal 64
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usaha di negara kita termasuk perusahaan asing. Sedangkan bagi dunia usaha,
daftar perusahaan penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik
usaha yang tidak jujur seperti persaingan yang curang, penyelundupan dan fain
sebagainya Undang-undang ini bukan hanya berlaku untuk perusahaan yang
berbentuk PT saja, melainkan juga berfaku bagi perusahaanperusahaan yang
berbentuk koperasi, persekutuan komanditer.

Hal-hal yung wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tidak sama,
bergantung kepada bentuk hukum perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan
berbentuk hukum perseroan terbatas berbeda dengan hat-hal yang wajib didaftarkan
bagt perusahaan berbentuk hukum koperasi, demikian pula hal-hal yang wajib
didaftarkan itu berbeda dengan perusahaan berbentuk CV, Firma, perseorangan atau
perusahaan berbentuk hukum usaha lainnya. Adapun hal-hal yang wajib didafiarkan
untuk perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, meliputi:

a. Umum

- nama perseroan;

- merek perusahaan;

- tanggal pendinan perseroan;

- jangka waktu berdirinya perseroan;

- kegiatan pokok clan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

k-l

- izin-izin usaha yang dimiliki;
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alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan
agen serta perwakilan perseroan,

Berkenaan dengan Direksi dan Komisaris

nama lengkap dan setiap alias-aliasnya,

setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang;

nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan

negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah

negara Republik Indonesia,

tempat dan tanggal lahir;

negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

setiap kewarganegaraan dahutu, apabila berlainan dengan sekarang;

tanda tangan;

tanggal mulai menduduki jabatan,

Kegiatan usaha dari setiap Direksi dan Komisaris - modal dasar;

banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;

besamya modal yang ditempatkan,

besarnya modal yang disetor;

tanggal dimulainya kegiatan usaha;

tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
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- tanggal pengajuan permiritaan pendaftaran.

d. Berkenaan dengan setiap Pemegang Saham
- nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

- setiap namanya dahulu apabila berlainan- dengan yang sekarang;

- nomor dan tanggal tanda bukti diri;
- alamat tempat tinggal yang tetap;

- alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di

wilayah negara Republik Indonesia;
- tempat dan tanggal iahir;

- negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;

kewarganegaraan,
setiap kewarganegaraan dahuiu apabila berlainan dengan sekarang;
jumlah saham yang dimiliki;

jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham,
e. pada waktu pendaftaran, Direksi wajib menyerahkan satinan resmi akta pendirian
perseroan terbatas;
f.  hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya
kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal mengikuti Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 2881Kp/I/85 tentang. Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus

bagi Perseroan Terbatas yarg Menjual Sahamnya dengan Perantaraan Pasar Modal .*°

** Rachmadi Usman, Hukum Ekonomt dalam dinamika, Djambatan Jekarta 2000, hal 76-77

Tesis Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan ... Muhamad Hasanuddin



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 43

Kemudian bagi perseroan terbatas yang sudah didafiarkan dalam Daftar
Perusahaan, berkewajiban untuk melaknkan pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Serikat nomor 2J Drt Tahun 1950 tentang Lembaran Negara Republik
Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang
Mengeluarkan, Mengumumkanr dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan
Peraturan Pemerintab, Pasal 22 UUPT menentukan bahwa perseroan terbatas yang
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesta. Permohonan pengumuman dimaksud dilakukan Direksi
dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sgjak pendaftaran, sesuai dengan tata
cara pengajuan permohonan pengumuman yang telah diatur dafam peraturan
perundangundangan vang berlaku.

Kelalaian Direks? dalam melakukan pendaftaran dan pengumuman akta
pendirtan perseroan terbatas beserta surat pengesahannya dapat dikenai sanksi. Pasal
23 UUPT menentukan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 21 dan Pasal 22 belumn dilakukan, Direksi secara tanggung
renteng bertangguing yawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

; Demikian pula sebelumnya diatur dalam Pasal 39 KUHD yang menyatakan
bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum diselenggarakan, sekalian
pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk
seluruhnya atas tindakan mercka terhadap pibak ketiga. Dan kedua ketentuan
tersebut di atas, jelas bahwa pendaftaran dan pengumuman merupakan kewajiban’
Dircksi atau Pengurus perseroan terbatas dan bilamana hal tersebut dilalaikan, akan

menjadi tanggung jawab Direksi atau Pengurus secara bersama-sama (kropdelizk
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aansprakelifk heid). Sekali lagi, Pasa! 23 UUPT ini mengatur sanksi perdata dalam
hal kewajiban pendaftaran dan pengomuman tidak dipenuhi. Di samping itu, Direksi
dapat pula dikenat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1982 jika kewajiban pendaftaran perseroan terbatas tidak dipenuhinya.
Kelalaian dzﬂam pendaflaran perseroan torbatas merupakan tindak pidana kejahatan,
yang ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana
denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah.

Ketentuan Pasal 23 UUPT ini menimbulkan pertanyaan mengapa justru
Direksi bertanggang jawab mengganti kerugian secara tanggung renteng. Jika
maksudnya untuk memperingatkan Direksi supaya tdak lalat melaksanakan
kewajiban, hal ini dapat dimakiumi. Akan tetapi, langgung jawab itu hendaknya
ditafsirkan  sejauh harta kekayaan perseroan terbatas tidak  mencukupi,
kekurangannya itu menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteny.
Penyelesaian ini merupakan jalan tengah, artinya perseroan terbatas sebagai badan
hukum bertanggung jawab dengan harta kekavaannva dan jika harta kekayaan itu
tidak mencukupi, barufah Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

kekurangannya karena lalai melaksanakan kewajiban perseroan terbatas. »"

2. Prosedur perubahan Anggaran Dasar

Dalam ketentuan peralihan pasal 123 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa
terhadap perseroan yang didirikan dan telah disahkan didasarkan KUHD harus
telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan-ketentuan UUPT

dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak UUPT ini mulai berlaku tanggal 7

" Abdutkadir Muhammad, Pergantar Hikum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 20-21
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Maret 1996 (Pasal 129 UUPT). Jangka waktu tersebut diatas kemudian

diperpanjang selama 6 bulan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perseroan dalam
melakukan prosedur penyesuaian adalah sebagai berikut :

1. Perseroan yang akan melakukan .penycsuaian harus memanggil seluruh
pemegang saham untuk mengadakan RUPS dengan agenda rapat perubahan
dan penyesuaian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan dengan UUPT.
Untuk mengadakan RUPS harus didahului dengan pemanggilan dan ini
wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan menghasilkan keputusan yang
sah pula. Dalam Pasal-pasal 67, 68, 69 dan 70 UUPT diatur lebih lanjut
mengenat pemanggilan RUPS. Pada dasarnya, pemanggilan RUPS dilakukan
oleh Direksi. Dalam hal-hal tertentu, misainya Direksi berhalangan atau ada
pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS
dapat dilakukan oleh Komisaris. Atau pemohon dapat melakukan sendiri
pemanggilan RUPS atas izin Ketua Pengadifan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan, apabila Dmeksn atau Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS tahunan pada wakty '.yang telah ditentukan atau
Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan
tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan
Negeri akan menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta
memmjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar
serta memenntahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir. Penetapan ketua

Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS merupakan
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penetapan instansi pertama dan terakhir. Ketentuan ini dimaksudkan agar
pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 han sebelum RUPS
diad@ dengan surat tercatat atan dalam dua surat kabar harian untuk
perseroan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan panggilan tersebut
telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Sebelum
pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahulw dengan pengumuman rmengenai
akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian, Pengumuman
terseb;t dilakukan paling lambat 14 han sebelum pemanggilangan RUPS.
Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS
tersedia di kantor perseroan terbatas mula hari dilakukan pemanggilan RUPS
saipai dengan hari RUPS diadakan. Perseroan terbatas tersebut berkewajiban
memberikan salinan bahan dimaksud kepada pemegang saham secara cuma-
cuma apabila diminta oleh mereka. Bila pemanggilan tidak sesuai dengan
ketentuan di atas, RUPS dan keputusannya dianggap cacat hukum clan dapat
dibatalkan. RUPS clan keputusannya akan dianggap sah bila RUPS tersebut
dibadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

2. Membuat Berita Acara RUPS secara notariil atau di bawah tangan.

3. Apabila Akta Berita Acara dibuat secara notariil maka akta ini diajukan ke
Departemen Kehakiman dengan mengisi data akta perubahan anggaran dasar
perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri Kehakiman

Nomor: C-01.HT.01 ¢1. TAHUN 2003.
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4, Apabila Akta Berita Acara dibuat secara di bawah tangan maka dibuat 2
(dua) Akta Pernyataan Keputusan Rapat yaitu,
a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran

Dasar yang harus disetujut Menteri Kehakiman,

b. Akta Pemyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran

Dasar yang cukup dt laporkan.

Masing-masing Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut diajukan ke
Departemen Kehakiman dengan cara :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memerlukan persetujuan Menten
Kehakiman dipakai contoh Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C-
01.HT.01 01. TAHUN 2003 dengan melampirkan akta perubahan tersebut.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang cukup dilaporkan dipakai contoh Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor : C-01.HT.01l 01. TAHUN 2003 dengan
melampirkan akta perubahan tersebut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01.HT.01
01. TAHUN 2003 prosedur peperubahan adalah:

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud, Notaris
harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum,
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Dalam hal permohonan pengesahan diagjukan melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronis oleh Notaris
dengan mengisi formulir isian akta notaris (FIAN) Model I atau formulir isian
akta notaris (FIAN) Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau
persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis
dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas
atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak

. berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronis.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Notaris yvang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik salinan akta
pendirian atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen
pendiukung :

a. Salinan akta pendirian perseroan
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b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan

C. Bukti Pembayaran perseroan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Repubhik Indonesia
Uang muka pengumuman akia pendirian perseroan dan

perubahan anggaran dasar

d. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak {PNBP)
ot Bukti setor dari bank
f. Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN model I, FIAN

model II dan atau pemesanan akta perseroan beserta pajaknya.

Dokumen pendukung sebagaimana dumaksud dalam ayat (2) huruf b dan
huruf e, tidak berlaku bagi penmochonan persetujuan akta perubahan anggaran
dasar perseroan terbatas yang tidak mengobah tempat kedudukan dan tidak
meningkatkan modal perseroan.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2), ayat {3)
dan ayat (4) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik indonesia atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau
paling lambat 7 (tujuh) han sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri
Kenakiman Dan Hak Asasi Manusta Republik Indonesia atau pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan surat
keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan

anggaran dasar perseroan terbatas, yang ditanda tangani secara elektronis.

Menteri Hukum dan Hak Asagi Manusia dapat menolak permohonan
persetuiuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Adapun

alasan penolakannya disebutkan dalam Pasal 19 UUPT, yaitu:
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a.  bertentangan dengar ketentuan mengenal tata cara perubahan anggaran dasar,

b.  isi perubahan bertentangan dengan peraturan  perundang-
undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau

¢. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai
pengurangan modal,

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 21 UUPT Direksi berkewaypiban
mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuannya
atau akta perubahan angparan dasar beserta laporannya dalam Daflar
Perusahaan, yang dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah per-

setujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
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BAB III

Akibat Hukum Perubaban Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Belum

Mendapat Persetujuan

1.  Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar bagi perseroan terbatas yang sudah berstatus
badan hukwn tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadapi
notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 14 UUPT
menentukan, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapai Umum
Pemegang Saham (RUPS), yang didshult dengan panggilan atau pengumuman
untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus
dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti
kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan

: hukum berada di tangan RUPS. Demikian pula KUHD menentukan bahwa
perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh RUPS yang khusus diadakan
untuk itu. Hal-hal yang berkaitan dengan kuorum, cara rapat, cara mengambil
keputusan, dan lainnya diserahkan lebth lanjut kepada perseroan terbatas yang
bersangkutan untuk mengatumnya, yang biasanya dituangkan dalam anggaran dasar.”'

Terdapat dua macain perubahan anggaran dasar persercan terbatas, yaitu:
pertama, perubahan mendasar atau tertentu dan kedua, perubahan lainnya yang tidak

menyangkut atau diluar maten perubahan mendasar,

2 Rachmadi Usman op cit, hal 77
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Dalam UUPT dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menten Kehakiman dan
didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan perubahan yang tidak memerlukan cara
seperti itu.

Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar, merupakan suatu
keharusan caranya dengan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(Pasal 14 ayat (1) UUPT).

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan
pendaftaran seperti dimaksud di atas, adalah yang menyangkut perubaban
tentang:

&. nama perseroan,

b. maksud dan tujuan perseroan.

C. kegiatan usaha perseroan.

d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasu menetapkan
Jangka waktu tertentu.

€. besarnya modat dasar.

f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau

g. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
Walaupun perubahan itu memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman,
namun untuk mendapatkan persetujuan bukan dengan cara mengajukan

permohonan persetujuan, melainkan dengan cara cukup memberikan laporan
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kepada Menteri selambat lambatnya empat belas hari sejak keputusan RUPS
dan pendaftaran perusahaan (Pasal 15 ayat (3) UUPT).

Adapun perubahan anggaran dasar yang di lakukan di luar poin a
sampai dengan poin g di atas, misalnya mengenai perubahan tempat
kedudukan perseroan, atau tata cara pembagian keuntungan perusahaan, tidak
perlu memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman,

Untuk perubahan perubahan pengurus, pengalihan hak atas saham,
pembubaran perseroan dan perubahan jenis perseroan akta perubahan anggaran
dasar diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Hal tersebut berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia NOMOR : C-03
HT.01.04.Tahun 2003. Akta perubshan anggaran dasar perseroan terbatas
diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukumn Umum
dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis. Menteri Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atan Pejabat yang ditunjuk langsung dalam
waktu paling lama 60 (enam puluh) har sejak penyampaian pemberitahuan
diterima, menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran
dasar perseroan terbatas yang ditanda tangani secara manual dengan
membubuhkan tanda tangan basah,

Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPT dengan sengaja membedakan

. antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka
pendirian, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan, Pengesahan

berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan
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keberadaan, Karena itn, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian PT

dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar,

Agar menjamin kelangsungan perseroan terbatas, baik pendinan maupun
perubahan perseroan harus dilakukan dengan akta otentik. Secara tegas Pasal 16
UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar, baik menyangkut perubahan
tertentu maupun perubahan lainnya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa

Indonesia.

2. Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Belum Mendapat
Persetujuan
Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dani Menteri
Hukwm dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi
pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendin yang mengadakan perjanjian intuk

mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dan Menteri Kehakiman yang berarti
berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak,
baik pihak pendiri maupun pthak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan
perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang
bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para
pembuatnya, Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang
membentuknya. Demikianlah rumusan pasal 125 ayat (1) Undang-undang

Perseroan Terbatas Akta pendirian perseroan yang telab disahkan ataun
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undang ini yang secara implisit membatalkan setiap ketentuan dalam anggaran
dasar yang bertentangan dengan Undang undang Perseroan Terbatas.

Ini berarti Anggaran Dasar merupakan aturan main perseroan, yang tidak
hanya mengikuti para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga
lainnya yang berhubungan hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya
para pemegang saham, pengurus (Direksi dan Komisaris) perseroan.

Akta perubahan dasar yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menten
Hukum dan Hak Asasi menusia, hal ini ternyata memimbulkan konsekuensi
hukum yang sangat tidak menguntungkan bagi PT karena Pasal 17 UUPT
menyebutkan secara tegas bahwa akta perubahan yang harus dimintakan
persetujuan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.

Bahwa sampar sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan baik
admimistratif, perdata, maupun pidana terhadap perseroan yang tidak meminta
persetujuan atau melaporkan perubahan anggaran dasamya kepada Menteri
Kehakiman karena pihaknya hanya bersikap pasif. Jadi sepanjang perseroan
yang bersangkutan tidak meminta persetujuan atau melaporkan perubahan
anggaran dasarnya maka pihaknya sama sekali tidak tahu dan hal itu sudah
pasti akan merugikan perseroan sendiri karena pihaknya hanya mengakui
catatan akhir mengenai perseroan yang bersangkutan yang ada di arsip Dirjen
AHU.

Setitap pengajuan permohonan pengesahan anggaran dasar untuk
perseroan terbatas yang baru didirikan, dan untuk setiap permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan ,

diwajibkan notaris yang memajukan permohonan mengisi formulir yang
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persetujuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetuyjuan |
diwajibkan notaris yang memajukan permohonan mengisi formulir yang
memuat data dari anggaran dasar yang dimchonkan pengesahan atau
dimohonkan persetujuan perubahannya, atau yang dilaporkan. Data tersebut
pada hakikatnya merupakan ringkasan dari pasal-pasal yang dimohonkan
pengesahan atau persetujuannya atau pelaporannya. Maksudnya, dengan
demikian petugas Departemen Kehakiman, demi cepatnya cukup hanya
membaca dan memberi koreksi pada formulir data vang bersangkutan, tanpa
perlu membaca keseluruhan pasal-pasal vang dimuat dalam akta. Sebaliknya
dengan kata lain melalw mekanisme ini, menjadi tugas yang berat dari notaris
yang bersangkutan. Notaris yang bersangkutan menjadi bertanggung jawab
atas kesesualan antara data yang ia isi dalam formulir tersebut dengan apa
yang tercantum dalam akta anggaran dasar vang dibuat u:iihatdalpatmy:cl.22

Maksud sebenarmya dari pelaperan dan atau meminta persetujuar kepada
Menteri Kehakiman adalah sebagar sarana pengawasan secara adminmistratif
teritadap PT sebagal badan hukwn Indonesia dengan ratio bahwa pengesahan PT
sebagai badan hukum diberikan oleh Menten Kehakiman.

Selam itu dimaksudkan juga untuk memberikan kcpastian hukum dan
pertindungan terhadap kepentingan para pemegang saham atau kreditur, yang
menanamkan modalnya dalam PT, dan kepentingan pthak ketiga yang
mempunyal hubungan atau kerjasama dengan PT tersebut.

Pengaturan sanksi terhadap perseroan yang tidak mendaftarkan

perubahannya hanya diatur baik oleh Pasal 32 UUWDP yang menyecbutkan

2 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 168-
164
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* bahwa baik oleh karena kesengajaan atau kelalaian sehingga suatu perusahaan
tidak mendaftarkan perusahaannya ke dalam Daftar Perusahaan maka diancam
sanksi pidana penjara selama-lamanya | (sati) bulan atau pidana denda setinggi-
tingginya RKP. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan bahkan perbuatannya
dikategorikan sebagai kejahatan.

Akta perubahan yang belum mendapat persetujuan atau dilaporkan
kepada Menteri Kehakiman dan mendaftarkannya hanya dapat mengikat pihak-
pihak yang membuatnya atau berlaku intern saja.”’

Sebenarmya kenyataan ini juga menutup kemungkinan bagi PT untuk
mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, misalnya bank atau kreditur tain,
walaupun status badan hukumnya tetap ada namun bagi kreditur yang mengerti
masalah hukum, apalagi di masa sekarang ini kredibilitas perusahaan menjadi
tolak ukur utama kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, akan
enggan untuk melakukan kerjasama.

Dalam hal perseroan masih belum melakukan penyesuaian hingga batas
waktunya berakhir juga tidak ada sanksi yang jelas dan tegas balk oleh UUPT
maupun oleh Menten Kehakiman,

Melalui Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan-undangan
Departemen Kehakiman RI Nomor : C-UM.01.10-2 perthal Perubahan Anggaran
Dasar PT yang ditujukan kepada Notaris, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris
Semeutara untuk menghimbau perseroan yang akan melakukan perubahan
anggaran dasar agar perubahan itu dilakukan secara menyeluruh (menyesuaikan

dengan ketentuan UUPT).

** Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya,op cit.hat 30
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Himbauan ini sudah ditanggapt oleh para Notaris namun keputusan akhir
tetap pada perseroan yang bersangkutan. Mengingat bahwa prosedur untuk
meminta persetujuan atau melapor yang harus ditalui memerlukan waktu yang
lama dan Iﬁ'engelua:kan biaya yang relatif besar karena harus mengurus langsung
ke Departemen Kehakiman dan ito dilakukan untuk setiap ada perubahan
sehingga membuat suatu perseroan menunda keharusan untuk memintakan

persetujuan atau melapor kepada Menteri Kehakiman.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perseroan dalam melakukan
prosedur penyesuaian adalah sebagai berikut ;

a.  Perseroan yang akan melakukan penyesuaian harus memanggil seluruh
pemegang saham untuk mengadakan RUPS dengan agenda rapat
perubahan dan penyesuaian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan
dengan UUPT,

b.  Membuat Berita Acara RUPS secara notariil atau di bawah tangan,

¢.  Apabila Akta Berita Acara dibuat secara notariil maka akta ini diajukan ke
Departemen Kehakiman dengan mengisi data akta perubahan anggaran
dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri
Kehakiman Nomor: C-01. HT.01 01. TAHUN 2003.

d.  Apabila Akta Berita Acara dibuat secara di bawah tangan maka dibuat 2
{(dua) Akta Pernyataan Keputusan Rapat yaitu,

a. Akta Pemmyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran
Dasar yang harus disetujw Menteni Kehakiman.
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran
Dasar yang cukup di laporkan.
2 Sebelum Akia Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Mamusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak
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ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian intuk
mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya
anggaran dasar perseroan secara menyelurch terhadap semua pihak, baik pihak
pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka
praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak,
dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya, Walau demikian
secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya.

2, Saran
a. Dengg'n menggunakan sistem pendaftaran melalui internet maka pelayanan
untuk pengesahan dan perubahan anggaran dasar dapat diperpendek
waktunya. Hal tersebut akan berguna bagi pelaku bisnis.
b. Untuk memberikan kepastian Hukum dan kelancaran jalannya usaha maka
setiap perseroan terbatas yang melakukan perubahan harus mendaflarkan

atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
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S KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM URL
' | DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-01.HT.01.04. Tahun 2003
TENTANG

- TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasai 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kehaki
Asasi Manusia Repubiik fndonesia Nomor @ M-05 HY.01.01.Tahun 2002 tentang Pember
Administrasi Badan Hukem ¢ Direklorat Jenderal Administrasi Hukum Umurn Departeris
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perle menetapkan Keputusan Direktur dender:
Hukom Umum Tentang Tata Cara Penyampeaian Laporan Akte Perubahan Anggaran Da

b Terbatas Melalui SISMINBAKUM.
Mengingat 1. Undang - undang Momor 1 Tahun 1885 tenteng Persercan Terbatas ( Lembaran Ne
Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indc
3587 )

2. Undang-undang MNomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan { Lemi
Republik Indonesia Momor ; 218 Tahun 1997 ;| Tambahan {embaran Megara Repu
Nomor | 2674 3,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/ Tahun 2002 tentang Pengang

Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Man

Indonesia ;

4. Keputusan Menten Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indcnesia Nomor &
Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departernen Kehakiman Dan Hak *£
Republik Indonesia | dan ]

5. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia
05 HT.01.01. Tahun 2002 tentang Pemberiakuan Sistem Administrasi Badan Hukun
Jenderal Administrasi Hukum Umum Depantemen Kehakiman dan Hak Asasi Man
ingonesia.

w

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM DEPARTEMEN
OAN HAM ASASI MANUSIA REPUEBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PE
. LAPCRAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROCAN TERBATAS.

Pasal 1

Akta perubahan Anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menten Kehakynan s
ianusia Republik Indonesia adaiah akta perubahan yang dibuai ¢ hadapan Notens
Hezputeszn Rapat Drnum Pemegang Saham sesust dengan lata cara yang ditentukan da
iUndang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah yang berisi perubahan keteptuan s«
mengenai nama, tempal kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas. janghka v
dzn tigusn seda kegiafen uszhs peningkstan modal daszr stau penqurangan modai |
perubshsn slatus perseroan teitulup menjadi persercan terbuka atal sebsliknys

Tesis Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Pasal 2 Muhamad Hasanuddin
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Penyampatan taporan akta perubahan anggaran dasar p@rsaiosn erbates
dmaksud dalem Pasal 1 disjukan oleh Notaris kepada Mentert Kehakiman De
Manusia Republik Indoaesia, melalut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Penyampaian Iaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara eiek
mengisi FIAN Mode! |11 sebageimana tercantum datam Lampiran | yarig merupakar
tigak terpisahkean dan keputusan ini.

Pernyampalar laporan akta perubahan anggaran dasar persercan terbatas
dirnaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elekiroms
tercatam daam Lampiran 1 yang merypakan bagian yang lidak terpisankan dan K

Pasal 3

Daiam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terb
kesalahan daiam pengisian FiAN Modei Il dan atau dokumen pendukung tidak le
Menteri Kehakiman Dan Mak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat -
memberitahukan secara elekironis kepada MNotars yang bersangkutan uniuk
perbaikan dan ateuy melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 30 (tiga puh
tanggal pemberitahuan.

Apabila dalaim jangka wakiu 30 {tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ay.
yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikean dan atau melengkapi dokumet
maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 4

Daiarn hal penvampaian laporan akte perubahan anggaran dasar persen
sebagaimana dimaksud dafam Paseal 2 sudah sesuai dengan peraturan perunds
yang berlaku, Menteri Kehekiman Dan Hek Asasi Manusia Republik Indonesia
vang ditunjuk langsung mencatat faporan akia perubahan anggaran dasar perse
tersebut ke dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam waktu paling singkat 3 ¢hari) dan paling lambat 7 gujuh) hari setelah penca
akta perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) Menteri Kehakiman De
Manusia Republik Indonesia atau Pefabat yang ditunjuk, menerbitkan Sural
Laporan Aklia Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbalas yang dianda ta
elektronis.

Pasat 5

Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terdaf
dalam pengisian Fian iil dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Mente
Ban Hak Asasi manusia Republik Indonesia atay pejabat yang ditunjuk, membetrita
elektronis kepada MNotars yang bersangkutan untuk mengadaken perbaika
melengkapt dokumen dalam wakiu 14 (empat betas) hari sejak tangga! pemberitah.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hart sebagaimana ditentukan de
Ndiaris yang bersangkufan tidak mengadakan perbaikan dan atau ‘melengk:
pandukung, maka penyampaian (aporan dianggap tidek pemeh dilakukan.

Pasal 6

Dalam penyampaian lzporan akia perubahan anggaran dasar perseroan terbal
secara manuat teiah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditur
mencatat laporan akla perubahan anggaran dasar perseroan lerbatas tersebut K
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak 2
Repubiik Inaonesia,

Setelah pencatatan laporan akia perubahan anggaran dasar persercan te
dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kehskiman Da
Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung dalam waktu p:
fenam puiuh} hari sejak penyampaian laporan diterima, menerbitkan surat peneri
akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang ditanda tangani secara m
membubuhkan tanda tancan basah,

Pasal 7

Balam penyampaian laporan akia perubahan anggaran dasar persercan terbatas dila
manual hdak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berial
gitengiapd dokiumen pendukuhg sebsgaimiana gimaxsud dalam Paszl 5 oayal (2) 0

Tesis
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sehamarman Dan ek Mg Maoose Hesolds indune atmo Fojebil yand
tnembertahuksn nepeda HNolans yang Dersangsllsy unt npetakl den atzu meEng
pendukung dalam wal tu 29 digs pdlult) Nai s¢ak 1anGes Lertahuan

Pasat &

Kebenaran akia perusbzhan anggaran dasor perseroan terbatas yang disempaikan
Sisminbakum mzupun sstem manual sebagaimana dimaksud datem Posal 1 sepenu
tanggung jawalb Notans

Pasal &

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departem:
Dan Hak Asasr Manusis Republik indonesia ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Admir
Umum  Departemen  Kehakiman Dan Hak  Asasl Manusia Republtk  Indonesia

01 HT.01.04 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan An
Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM Dan Sistemn Manual dinyatakan tidak berlaku |

Pasat 10

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Deparemen Kehakiman
Manusia Republik Indonesia ini mulai beriaku sejak tanggal diteiapkan.

Ditetapkan di Jakara
pada tanggal 22 Januari 2003

CIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUK
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASAC
REPUBLHK INDONESIA

Ttd.

Zulkarnain Yunus, SH, MH.
NIP. 040034478

st hirn prosedural Laabis s
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM |
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-03 HT.01.04.Tahun 2003

TENTANG

R TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERB.

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM

Menimbang : bahwa dalam rangka petaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri k
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomaor © M-05 HT.01.01. Tahun 2002 tentang Pe
Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukunm Umum Dep:
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Je
Hukum Umum Tentang Tata Cara Penyempaian Pemberitahuan Akta Perubaha
Persercan Terbatas Melalui SISMINBAKUM.

Mengingat . 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1955 tentang Persercan Terbatas ( Lembar
Indonesia Nomer 13 Tehun 1295 ;| Tarnbahan Lembaran Megera Republi
3587 ) ;

2. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan |
Repubiik indonesia Nomer © 218 Tahun 1557 ; Tambahan Lembaran Negara
MNomar - 2674 } ;

3. Keputusan Presiden Repuliik Indonesia Nomeor 24/M Tahun 2002 tentang Pel
Jenderal Administrasi Hukum Umnum Deparemen Kehakiman Oan Hak Asas
Indonasia;

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mc
Tahun 2001 tentang Crganisasi Tata Kena Depariemen Kehawiman Dan i
Repubilik Indonasia; dan

S, Keputusan MWenteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik indo
05 HT.01.61. Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistern Adrunisiras Badan ¢
Jenderal Admministrast Hurkum Urmiam Deparemen Rehagiman din Hzk Asas
‘ndonesia.

MEMUTUSKAN:

[ 1] ¥ :
eaetapkan o | oo TUSAN DIREKTUR JENDERAL ADNINISTRAS! HUKUM UMUM DEPA R VE

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CAR

Tesis Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan ... Muhamad Hasanuddin
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PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN LHGGARAN DASAR PERSERCAN TER
Pasai t

Axtz perubshan anggaran deser yang dibentshukesn kepsdes Menier Kehskim:

Manusia Republix Indonesia asdaiah akiaz perubshan yang dibual di hadsran b

Keputusan Repat Umum Pemegang Saham sesugi dengan tets cars yang dilentox

Undang-undang Momor @ 1 Tahun 1995 adalah yang bens: khusus mengena: o¢

pengaiihan hak atas saham, pembubaran perseroan dat perubahan (&S DELET0EN

Pasal 2

(1} Pemberntahuan akla perubahar anggaren dasar perseroan terbales sebe
dalam Pasal 1 diajukan oleh Notaris kepadz Menieri Kehzkiman Dan +
Republik indonesia. melaiui Direkiur Jenderal Administres! Hubkam Uapmy,

(2) Penyampsian pemberitahuan sebageimeana dimeksud dalam ayat 11 diajuks
dengan mengisi FIAN Model IV sebagaimana tercantum datem Lampiren
bagian yang tidsk terpisahkan dar Keputusanini.

{3} Penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan teri
dimaksud dalam ayat (1), diengkapi dokumen pendukung secara eleknh
tercantum dalan Lampiran il yang merupakan bagian yang tdak {epsshikan

Pasal 3

(1} Dalam hal penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar
terdapal kesaishan dalam pengisian FIAN Mode!l IV dan atau dokumer
lengkap. maka Mentec Kehakiman Dan Hek Asas: Manusia Repubik indo
yang ditunjuk memberitahukan secara elekironis kepadas MNotaris yarg ©
mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dekumen pendukung datam
beias } hari sejak tanggal pemberitahuan.

{2y Apabila dalam jangks waktu 14 ( empat belas 3 hari sebagaimana ditentuk
MNotaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau me
pendukung. maka penyampaian pemberitazhuan dianggap Hdak parzh dileku

Pasal 4

(1Y Dealam hal penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah sesual dengan peraturan pe
vang bedaku, Menleri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republix Indo
yang diturjuk langsung mencatat pemberitahuan akia perubahan anggara
terbatas tersebut ke dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

{2) Dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling tambat 7 {tujuh) hari
pemberitahuan akia perubahan sebagaimana dimaksud dalarm ayat 1) Ment
Hak Asasi Manusia Republik indonesia atay Pejabal yang diwnjuk,
Penerimaan Pemberitehuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ter
tangani secara elektronis,

Pasal 5

{1y Dalam penyampaian pemberitahuan akta perubshan asnggsrsr dasar |
dilakukan secara manual telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dafar
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Menusia Repubiik Indonesia atau Pej
langsung mencatat pemberitahtian akta perubahan anggaran dasar perseros
kedaiam arsip Direktorat Jenderai Administrasi Hukum Umum Departemen k
Asasi Manusia Republik indonesia.

Setelah pencaislan pernberitahuan akta perubahan anggaran dasar perse:
dilaksanakan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1} Menten Kehakima
Manusiaz Republik inlonesia atau Pejabat yang ditunjuk lsngsung dalam we
(enam puluh) han sejak penyampaian pemberitahuan diterima menerbitkar
pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dite
manual dengan membubuhkan tanda tangan basan.

Pasal 6

Delam penyampaian pemberitahuan akiz perubahan anggaran dassr persercan
secara manual lidak sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan yan.

Tesis Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan ... Muhamad Hasanuddin
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difengkapl dokumen pendukung sebaga'mana dimaksud dalzm Pasal 2 oayal
Kahakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atay Pejabal yang
memberitahukan Kepada Notaris yang bersangkutan untuk memperiak den zlal o
pendukung daiam waktv 30 (tiga puluk) hari sejak tanggzl pemberitahuan

Pasal 7

Kebenaran akia perubabhan anggaran dasar persercan femhalas yang dispmp
Sisminbakum meupun sislem manual sebagaimana dimaksud dalzm Pasy’ 1 s
tanggung jawab Notaris.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jendera! Administrasi Hukum Umum Depariernmen Kehakim
Manusia Repubiik [ndonesie ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 20t

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK
REPUBLIK INDONES{ A

Ttd

Zulkarnatn Yunus, SH, M

NP, 040034478

il prosedyral Lzl

Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan ... Muhamad Hasanuddin
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IWAN_ SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris gj Kotamadya Syrabays
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— PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANSG SAHAM —ar

“PFT. PRIMA MUTU USAHA™

Pada hari i, Kamis, tanggst Suapuiun delgoan Nopember duarioy dua (28-11-2002) —
Hadir dihadapan saya. iwan Saleh Iranan. Sarjana Hulwm. Notaris di Kozmadya —-

Surebaya, dengen dihedid seksi-seksi yang sayz, Motaris kena! dan 2ken gisahut pada..

bagien aihir akta ini: ' : T,

i dus MOCHAMED ASHAWL, Jiansias o ingiakarma naci——....

S5 2 T e : e il arma OI0) =itaram T =
S, raamenn )23, ge ;‘..3, Riin args wf‘.., SEUNANEN FulEEn Felamalif— e —an

Tenqgilis Mejoye, Surabaya:. Pemegang Kantu Tanca Fendudul nemor

12.5408.260636.0001,

1)

[ 1 wms Ly o - A W, e el P N 1L e T LU i PO p
- NWRTLT nateraﬁga".ﬁ'ya UNIWUR W TCEREN TFLIT S&iaim aris i SSihinces Jgam

\a_ difi priceci; dan
.Ne'oagai iajasa 'vang oief karena Ru sai bertndak untuk dan atas nema Tuan——
LA MAD TEGUH WIBISONO, Sarjana Ekonomi_ gilanikan di Javarz, taca—-—
tanggat Sga Nooember serbu semoilanratus Wiinouluin enam (93-11-1373), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, ceremoat ingca! ¢t Jalan Wiaye | Komoige FTiIRL

D

b Tetengea 004, Rulam Warga 004, Kelurahan &

i
1

Sary, Jakarta Seiatan; Femegang Karu Tanda Penduduk nomer:

02 5307 031176 7024

- Sedemikian berdasarkan Surat Kuasa secarz gitewen fangan barmelsral sukud

iertangqal guzoutuh sal: Nepemeer cugntu gua {21-11-2002), vang 35inva -

dilglatesn nada mirarts akra vy

Hyonya Hajjah MERRYATI, Bacheior of Adminisiration, Clianirkan =i Mecan. caca

™~

tanggal salu April seribu sembilanrails imapuiun saw (01-041851), Warga Negara
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Tetzngga 003, Rukwn Warga 003, Keluranan Kutisan, Kecamatan Tenggiis Me(oyo, -
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r”/STJ:ba-ya; Pemegang Karty Tanda Penduduk nomor; 12.5608.410451.0001. -

! tersebut di atas dengan ini menerangkan:’

Para penghadap pada saat ini sedang berada di Surabaya.
Tiap-tiap penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh nenghadap lainnya. -

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannys sebagsimana

Bah-\'.\‘e n.nrrﬂhﬁﬂi-_rn a!‘&ibh nora somocons ce-&\'?:n Pelrsarﬁg,-l tsmatgs PT' PR:L‘.

g O [ b i i s WAl e ] gri P i gy

MUTU USAHA berkedudukan di Surabaye, didirkan gengan akia nomor 7, 1310
empat Oktober serbu sembilanratus detapanputuh sembilan (04-10-1889), dan
Gengan pemuetulan Uengan axta nomor 35, whggal sembiian Aprii senoy ———
sembilanratus sembiianpuluh saty (08-04-1991), keduanya dbuat dihadapan Tu:
NYOMAN GEDE YUDARA Serjana g, Noteris di Surabeyz; angeren dacer
mana tersebUt oi 2tas benkut perubahannyapembetuiaritya teiah mendapat
pengesahan dari yang berwenang, sebagamana temyata dalam Kutipan Keput
Meriri Kehakiman ‘Repbiik indonesia, tanggal duspoluh empat Jufi seriby -
sembilanratus sembilanpuluh saty (24-07-1991), nomor C2-3303 KT, 01. 01, TH.

.- Bahwe pada hari Senh, tenggal limebelas April dusrby dus (15-04-2002),

10.00 (sepuiun) sampai dengan pukui 13.00 (tigabeias) Wakty indonesia B2
.barat bertempat di kantor Persercan Terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA tek
adakan Rapat Unwum Luar Biasa Permegang Saham Perseroan Terbatas ters

dengan acara:
1. Penyesuian Anggaren Dasar Persemman dengan Undeng-undang nomer sel
- tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh fima (JU No. 1 Th.1995) tentang

perseroan Terbatas,
Peningkatan Moda! Persercan;

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan;

Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan;
Persertujuan Pelimpahan’ Saham dan Nyonya MERRYNA SADJARWO kepat
Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWL

oos W

| - P S S P PP b ke B . P e o
- DG ARG SE8USE O Gan ketentsan pasaE 1€ &yst 1 ~IggaTan Dasar Persercan iap

dipimpin okeh Direktur Utama persercan yaitt Tuan Haji Doktorandus MOCHAM

\
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- Bahwe delam rapat tersebul i2len necir darveiau div@iili secanya« cuazGiLn ira —-

i adalan sah susunannya serta berhax untuk mengamoil kepulusar-1eoutusan tentang

segaia hal yang diajukan dan dibicaraian calam rapat i, dan XeounIsar- c——. .

! REpuUiusannya adalan san sera mangisal -
- Lebin lanjut penghadap dalam kedudukznnye diurgikan diztas menerancien .
{ - bahwa rapat dengen suara buler t2'zh mengambll kepultsen-keoumsan: veaneo o

4 came@ selurun keputusan-«eputisan rapat iarsebul t2lah dicerat calam Zerita acara

t rapat dibawah tangan, bermatarai suiup, teranggat limahalas Aprit duarng dia

+- Bertalian dengan hal-ha! tersecut ¢iatas cengnedas dalam kedudulkarnya digravan

A LTl i = L i L .
di2f3s ¥int memanrdang rarly untik manyaizien veou!

r ks - a ! p—
giESg . ATl R LTk et =1 (e Sl

e

T
i
{
!
i
I

Luar 5iasa Pemegang Sanam persarsan eroeias 71, FRIMA MUTU USAFA 2rsetus

calam sats akia cfentik varg douat dhacagan saia Matang

- Ao momy e TV o [y e g = g i ——
- AGEPUN AeduULisan nadar Umum Luar Sigsa Famegang Saham

PT. PRIMA MUTU USAHA tersasur acalen secagai senkut

!_ Ld n\!n:nhn'ni Cam

th o
g ST Qe oy T3 Ao 10

» [~ ot
tantang Parseroan Tamaas — S
Il L o, i Darrmmlemtnm Ldmmai anme Mo mmm = - - - .t = PRI e
Lo ST P SOINGRELET WOD81 L8387 FEFSTIEN JENRS JETLE Tt LT s L
f3820US cuaCUiLh e ruta ruziany mertac =20 T 300 0T D00 - 52t mavEr -

: 4. Menyetu Pembementian ¢en Pengangkatan Diraks| £an =omusars ~ersersan
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’mpat dengan suera bulat terniung sejak tanggal limabeles April --—-

guariby dua (15-04-2002) memuisskan menyetujui.

{2 Membementikan Nyonya MERRYNA SADJARWO, lahir di Bukittinggi,-—-—-

wanggal limasbelas Apri serou sembllantatus tmapuiuh satu {

*
t
1
T
r
]

Warge Negaré Indonesia, swastz. bedempat tinggal di Surabaya. ja:2n —-~
Manyer Kertoerjo 437, Kelurahan Menyer Setrangen, Kecamatan Mutyorejt
Pemegang Kerly Tanda Penduduk homor. 12.5622.550451.0002; gan -——
jAbatannya sebagai Komisaris Perseroan tersebut; dan kepadanya telah —

giberiwan pemberesan dan pembebasan (acquit et de charge) selama measa

kepengunussan mereka,

(4

Tuzan Haji Dokiorandus MOCHALAD ASNAW dilahirken di Jogiakerz pac

- o

tanggal duapuluh enam Juni seriou sembitanratus tigapeih enam (26-06—

1935}, Warga Negara Indonesia, Wireswasta, bertempat tinggal di Jalan —
+ Kutisari Selatan 33, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan —

b~ Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaye; Pemegang Kartis Tanca -
: ;:- Pendudid nemer; 12.5808 260335,0001, sebagai Direktyr Litama; dan
2 - kemodian mengangkalnya menjadi Komisaris Perseroan tersebut
¢, Memberhentian Nyonya Hajlah MERRYATI, Bachelor of Administration, —
ditahirkan i Medan, pada tanggal salu April seriby sermbilaniaius limapuis |
- satl (01-04-1851), Warga  Negara Indonesia, Wiraémta, bertempat tingga
& di dalen Kutisari Seletan 38, Rulun Tetangga 003, Rukun Warga 003, —

- 0 Kelurehan Rutisard, Kecamatan Tenggiiis Mejbyo. Surabaya, Pemegang —

. Karty Tanda Pendudik nomor 12.5508.410451.0001, sebagai Direktur, ~
unhk selanjuinya: kemudian mengangkattya menjadi Direkiur Ulaima ———

- Persercan tersebut

- d. . Mengangkat Tuan MUHAMMAD TEGUH WIBISONO, Sarjana Ekenomi, —
f + - dilahirkan di Jakarta, pade tanggal tiga Nopember seribu sembilanratus —
i tujuhpuluh enam (03-11-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ——

sertempat Bnggal di Jalan Wiieya | Komplek PTIK, Rukun Telangga 004, —

s &ui Warga 004, Keiurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Bamny, Jekana
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I
M---u-—....J

174 - Dmmely b L sy
¢ e!akan Pemegaﬁg XAt L ange G v"-'-’-‘!-l L st rai e e e iaen

- ]

09,8307 031176.702¢, sebagai Cirsxiul Perierdan 855001 e .

: LA S IR WRISTIANA Silgbifias 4 Taaa.
e Mean angﬁ:atl SENDRA CEEF ERIsUIANMA SLAMNER ) Samn g s2c2
ccal duscuiuh YCa Merst sencu SSTDnSnCEUS WLNSUWD iz Taan
“a. 59 Y| GFU“-IH L.':d i T PE i i 3 D R

1972). Warga Negarz Incs rasia Wiraprasia senampallingaa: o0 jaan c—-

Raye Qom[,c,,. Rkun Warge R0, Yeivrzman - ..
Kampungbaru, Kecamaian Bawiicn, Rotadany, Pemegang Kariu Tangz v

: Penduduk nomer 1087/ 2KOSAAU2001, sebagal Cireiinr Parazrnan oo

i tersetut

5. Menyelijui peiimpanan seiumin saham dasi Myonva MERRYNA SAC 2740 ...

5 H 3 - H i 3 - AN .
ssjumian 10 Ssham atau dengan nominal sedgsar Fp. 10000000 - ftspuny -

futa rupian} Kepada Tuan Hafi Sokicrandus MOCHANMAD ASNAW! s2lagaimana

tamyata dalam Pemyataan ditavel fanGan Darmeigrai ukuR REACCER —ew ..

limabelas Aprit duariou dua {15-04-2002). -

Sehingga temitung sejak rarcgal Hmasees Aori duanou cua (130825020 wememe

L] N ey - emym DT DD EA AN TN IIT AL Froaiame ity e
Anggaran Dasgar Parseroan Tamalas =1, PRINVGA MUV UBARA (322nul2 ven .

Si3EOWR Parsarcan memac: S8TuM 38228g2al DeriKut «— N

NAMA DAN ':':\;PA; KD URANM - -

Persaroan fercalas it bemarna “FT. PRIMA MUTU USAHA™ s2:2re T2 c23m

Sraerman mackame gan =L
SrIgeCan § SErE2CUCLEIR U

suracaya. e _ on

MELDLT Ji BT hiigyen RESusiN NITTE5S 32380 maNe A DMFTEINED JAT -

Tredsl Cencan fersaldn 130 TE02] LM FAMRIaNG SAN2T. sem e rmese e e e

ANGIEL R e T SETTIEN YL SETITR AN, cemeremmerasmr e —aes

T T e I BEL T -

Parsaroan Sidinkan unlk (200K 3 waYil yErg TCas 12malas,
MAKSUD DAN TUSUAN SERTA KEGIATAN USAHA

~asal 3,
\
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aksud dan tujuan Perseroan ialah Melakukan Usaha dalam bidang Pembangunan,

Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa.

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

12, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Persercan dzpat melaksznakan

a.

n

e e b Am— 4 4 R

regwatan usahasebagai benkut

© macam meshy (mekankal) dan listrk {elekirical).

‘Menialankan usaha-m-dbidmg pengangikutan umum. -

Menjatankan usaha-Usaha gibidang percagangarn pada Umumnya. {ermasuk —.-.

perdzeenganl-rsoiddanekinonantarioh 2hicoerzh senafisk e

untuk barang-barang hasil produksi sengiri can nasii produksi perusanaan 21n -

Bertincak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision —-

house senta kegiatan usaha terkait

Bertmdak sebagai perencana dan pelaksana kontrakior umum.

Bertindzk ssbegai dictributor, agen den eebegei pemaekilan darf baden.nedan

perusanaan-perusahaan lan, baik dani daiam maupun fuar negen, ——————-

Menjalankan usaha-usata dibidang perindustian.
weMsankan usena-usaa dibidang peitambangan dan periambangan batu-bare.
Meniatankan usafra-usaha dibidang perdagangan dan ekspor-impor barang——-

barang feknk;, yang melinsd iuga peretaten Transmisi Telekomuniasi

Informatika dan Mutmedia.,

Menjalankan usaha-usaha dibidang pemelharaan, perawatan untuk segale ——

- Menialanken ussha-useha dbidang pergudengan sertz usaha-usaha {ain yang

berkaitan.
Menialankan Usahia-usaha dibidang pengepakan serta usaha-usaha lan yang —

berkaitan, —~=
Menjatankan usaha-usaha dibidang @asa pada umumnya kecuali jasa hukum dar

iak,

MODAL

Pasal 4,

ke

Modal desar Persercan berjumish Rp. 1.500.000.000,- (saty milyar {meratus jute

rupiah) terbagi atas 1.500 (seriby limaratus) Saham, masing-masing bemial nomine

\
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—_ o . - [ TR
~pabiia seteah dilskuren penavoran temyalz masin 333 5i58 s&h3m yang oelum ----

ismbil bagian. maka Direksi DE sk menawarkan sis2 sahem {ersebut kepaoa -----

Pemegang Sanam yang mesh bemninal e e,

o - H - H [ L i L} - - -lm a® -~ M Lo b - )
Apabiia selgian iewel i8ngke wakll 15 (emoatbeias) han kelender Il

penawaran keoade Permegang Saham tersebut masin agz sise saham yang bcax -----

=

RETVEVEN FETSEIGAN YENG DENTUNET IENIEDM JanuiU Can D2 sel2ian DENEVRIE™ ----r

Tirensi DECES MENSWEMEN $i88 sa&n2i i8rselu! Kedede pihak lain, ——m-merermmmmmes
Pl S AHAM e e
--------------------------------------- Fasal 5, e -
T Semug sanam yang SiKewarkan sien Perseraan acaiah saham aias name. ——-——--
2 Yang beieh memiin zan mempergunakan hax 2tas seham hanyelan Werge tlegara ]
INGONESIE ElBU DEGan HURWTI INCONESIE
3. rersersan hanye mencakui sesrang 2y a1 Dacan nukum sebegal pemiiik Zam --— ||

BiEel S 2 -

£ Apebiia ssham kareng sebad epepun menjadi milik Debetaba orang. make mereks .
bersama-sama tu divejibkan LNLk mennil seorang diantare mereks atay seoreng |
| 18 5eDBgEI Kuass me ’eka bersama dan yand dilnjux ateu gben kuasa i s&lasan

yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham iersecut -

¢ S, Selema vsiEnmien dalem zys! 4 {empet) di a&; beh..m dileksanakan make Darz ——

;

Sfemegang Sanam tersebut tidak berhak mengeiarkan suara daiam Rapat Umum —
’ I Pemegeng Szham, secangken pembayeran deviden unilik saham oJ ditangguikan. -

- Secrang Femegang Saham menunit Tukum hanis Gnduk kepsda Anggaran Ussa

can kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalem Repat Umum -
Pemegeng Sgham seria peraturan nenngdang-ndancan yang berlaky,
! 7. Perseroan mempliyal segikitys 2 (c‘lua} F.emegang Seham.

i SURAT SAHAM

resai o,

i, Perseroan dapai mengetuarkan Surat Sahem.
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e ———

e

1 2. Apabila dikaluarkan Surat Seham, m3ka LWLk selizd saram doen aEmE 3 g -

S AN, oo e s T T T T T S T S s e T

3. Surat kolektf sanam gagal CRellarkan setaga DUl Zemaihan Toonoet 2t gnd

saham yang dimifiki olsi $E9TANG FEMAGANC SENET. e s e -

4 - Pada Surat Sgham sekurangnya Denis GITENIUTRET —eosmmmmse
2. Mama deg AlRa R eriEC i e g T T

B, NemQr SUrat SBHEM; —— ——« e wmmm e o kW W

¢ Tenggal Pengeliaran SUFat S&Ram v--—-ee— - e

d.  Nilai Morminar Sanem N W RN

(n

d.

1=

U)

Surat Sanham £2n sdralkgleki

Nomer Surat Kolekiil 3aNam] -———— - --sm s e -

Tanggat Pengeluaran Sural Kalekiil Sanam ) v mces me s e

Witai Nominal Saham, -- e e - Ee SRRl

JUMIAR SANBIMT e e e e

PENGIANTI SLSAT SA~ALiSSS s n T

1. Apabifa Surai Sanam rusak asay lidak cacar digaka. fagl max2 2135 sarmotEas Lol

mearaka yvang terkecentingan Div2 i Axan menge.uasan Iurat 3378 1200t -

2 Sueat Qakarm cahansimona Airmgl s S 2iaee L R S N el Dt T B T

2. Msugel Saanlea oawel e Sgla it | iR BeE o SR EEERS) e el et b W e ek
¢izh Qirekst Gipuat denia 20ara unux SHETCrK A0 I2iam Sasel L -27203ng -
r !
Saram denkuha = st ol oo oo LR

T M e T oalmimen [ . - - T N i B

T Asatua Suial Satam tuisrg RO " TR TR S . -
TIFBCS aKan mencewaniin Il SEram ferIcinT 12tz ac —asr s -
cahuiangan L SuMUT SIDUXIMEN T8 IFMTDT AT oI, DN D IZANTINTI LT3 e
CATEMEIUNML L D20 28MISTNE VAT LSS tm et e e e e

ol TAL3 B o7 TITAT N
GTIBKU 1851 {BITEUED S8TIETCaN. mmm— e e e e e

2 Semuea Riaya cengellaran TenCTanI DUral SENAm L SUERGIUNG Sign 272 a0 -

Tesis
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mng berkepentingan_ RNTSSEE SR R S

| 6. Ketentusn datam pasal 7 {hijuhj ini, mutatis-mutandis juga beriaku Dagi pengeiuaran

pengganti surat kolektif. saham,

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -

Pasal 8,

1. Persercan mengadakan dan menyimpan Dafzr Pemegang Sehsm dzn Dafter -

Khusus gi tempat kedudukan Perseroan,

. 2. Dalam Dafiar Pemegang Saham il dicatat;

a. Nams gen slamat pars Femegang Sahem;

I b. Jumiah, Nomor, dan tanggal peroiehan Surat Seham atau surat kolek!if saham: -

£. Jumieh yena diset:;_r ates setian czham; _ —_—
d. -‘Nama.dan aiamat dari orang atau badan wkum yang mempunyai hak gacai 22z

.. saham dan tanggal perolehan-hak gadai tersebut
e. - Keterangan penyelnen saham Galam:bentik lain selain uané; gani -

f. .. Keterangan lainnya yang dianggap periu oleh Direksi,
. 3. Delam DeftarKhusus dicatat keterangen mengenai kepemilikan szham anggcie —
Direksi -dan Komisaris beserts kefuarganya dalam Perseroan darvatau paga --——

perseroan lain serta tanggal saham ity diperoleh..

: 4 Pemegang:Saham harus memberiamiansetap pe:?hc'iahm tempat tingga! cenge

surat kepada Direksi Perseroan.
{. Selema. pemberitshuen iy belum-dilekeanphen—meke szgais panggian dan -
! pemberisuan kepads Remegang-Saham adaialr sah fiks &i alawatian pada aier
Pemecerg $2ham vens sating aknir &camtcatem Defar Pemegeng Seham ———m—

5. Direksi bedewaiiban unak memylmpsn: dan-memekihsra Daltar Femegang Ssham

i dan. Dafar Khusus pada wakiy jam kerja kantor Perseroan,
: — PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal.Q.

:1.- Pemindahan hak ates ssham harus didasarkan akia pemincahien hak yang cazn:

i tanganicleh yang memindahkan can-yang-menerima pemindshan sty wakil mere

lﬂﬁm
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2.

‘L,)

[ 11

=~

Ak gemindahan haxk sebagamana cimakiud dafam @yl 183k
disampaikan Kepada Ferseran. —--e—--mr s mioTsm T e s e
Pemegang Szham yang hencz

Zahu secara teriulis K29

Para Pemegang Saham iainnya bemak memceil §enam yeng Cliawarkan 2227 «-m.-
jangka waktu 30 (tigapultn) har seiak fanggal penaviaian sesual d8ngen —--.—-.
Jermbangan jumian $an&m yang dmilixi masngmesing. - Teemmrm
Perseroan wejit bahwa semua saham yang Ciawarkan sebacaimana Imaksus .
cafamiayat 3 (liga) dbali dangan haga \,fez*..g gechics - gelelel i BRRECUAN
J0 (tigagulun) hari terhiiung sejak tanggal penavwaran CHakuKan, --r—w-——morimeema e

Dalam hal Perseroan tidax cdapat maniamin tarfaxsananya ksfsenan fanasamana

diman sud dalam ayat S (lima) Famegang Saham danal menawearkan

sanemnya xeoada n:arvau\en mendanuiul cenawaran ‘°“8C3 CF’“C an CI‘.’[“C_E!’T

Femeagang Sanam yang manawarkan 3aha

iga) bernek menark Kemoai fenayaran 2rsecut
g

R e b =

§. Peminganan nak atas sanam Nanys CicerTlieraEn acacug semua «eieniuan Caiam
Anggaran Dasar talan cicenuhi. o A

10 Mulai naci panggilen Rasal Umum Fimaganc Da0dm AT Istjas ta 3ua
SEMIACENEN N2X 2[2F 58Mam JC3« TCATKENAN AN e m s

11, AgaoiElgacaca WaReogies o caathar 2 o Silgs o @R R T ool arars T IE, 37 Taras
MK YW arga Negara iNceresia alas -acan nukum TIThesia 21ay 22223 3307 .-
Pamegang Saham Kenhilangan X@warganegarasn nCOoresIanya. M2n3 AT Argia
vakli 1 {3at) @hun oreng alau Bacan hukum arseful Shweidkan wnuul marua!

' 23U memindahkan nax a(2s sanam Il Kegacz $eorarg Yarca Negara Ingeresa ----
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""/a?a:suatu badan hukum Iindonesia menunut ketentuan Anggaran 0asal, --—ereremew

|

! 1’ Selama ketentuan tersebut daiam ayat 11 {sebelas) pasal ini bewum giiaksanakan,

maka'. suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk sahem

itu dianggap tidex sah, sedangran pembayaran deviden atas saham ifu ditunda. -

DIREKSI

.,JL

o

—EE Pasal 10, ——mm e e
Persercan awrrus dan aipmpm oieh suatu Direksi vang terdiri can secrang Direnls

atau lebih, apabiia diangkat lebih dan seorang Direktur, maka seorang c@ntarany?

dapat Ciangkat sebagai Dirextur Utama. —--ee
Yang bolkeh diangkat sebagat anggota Direksi hanya Warga Negarz Ingonesia. yeng
memenuhi persyaratan sesusi persturan penm undancan yeng Serizly, ----—- .-

rara anggota Direksi diangkat oieh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing

untuk jangka waktu S (lma) tahun:
Faia anggowa Direksi dapat diver gaji dan'siau. tunjangan jumiaisiya ditelaphan O

Repat Umum Pemegang-Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ———

Pemegang Sahem depat diimpahban kenede Kemisaris,
Apaoiia oléh sesuaty sebab jabatan anagota Direksi lowang, maka dalam jangka —
wakto 30 (tigapuksh) har kalender sejak terjadi lbowongan, harus diselenggarakan —
Rapat Urmrr:i'-‘emegang-S&mm&k mengisi-lowongan i, dengan -

memperhatikan-ketentuan ayat:2 (_dua} pasal int;
Apzbila pleh suatu seheb apeen semus-jsheteny anesota Direksi loweng maka —
datamr fangka waktu 30 (tigapukr) hari kalender sejak terjadinya iowongan tersebut
harus diselenggarakan Rapat-Umum Pemegang Saham, untuk mengangkat Direksi

bany; dam untuk sememists Perseroan diurus oleh Komisaris.,
Seorang angqota Direksi berhak mengundurkan dirf dari jabatannya dengen ——
memberitahuvan secara tertulis: mengenai maksudnya tersebut kepaca Persercan

sekurangnya 30 (tigapuivh) har kalender sebeium tanggal pengunduran dirinye. —

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

ny
.
L]
g

&

b. -mengundurkan cir sesuai-ketentuan ayat 7 (tujuh) pasal ini;

-
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bl i
is @ K$tarmasys Scrassvg |
) ]

;/c.tidak lagi memendint persyaraian pRUNCENG-LINCENGAN YyABNG Briaky, ~mrre—=rmam
! .

d. meninggai dunia; " —emeem e

e. dinerhentixan berdasarksn kepimusan Ragat Umium Pemegang Sanam —mev—noee

TUGAS CAN WEHENANG DIREHSH vovmema e cmmemees

Pasal 11 emersmer e et e

1. Cireksi bertanggung-javab penun cziam melaksanakan Lgasnya yang citujtkan ---

untuk kepentingan Persercean dalam mencapai Maksud CaN Ijuanmya, —veeemeveameres
2. Setian anggeta Direksi waiib dengan itikad baix den penun tanggung-ravan ——meeee-

menjalankan  tugasnya délﬁg""ﬂ mengindankan Deraluran perundangundangan yang

ceriaku dan Anggaran Casar ni.

B apw . w: 1.
- A " iy M it T
Dirgksi derhak mewakii Parsarnan di dalam dan ¢l ieer Pen

FJ
i

hal dan dalani segala kejadian, mengikat Perseroan Gengan ginak 21 dan sinax ----
lain cengan Perseroan, serta menjgiankan segata tndakan fak yarg maengenal «—--
ﬁpe. GUIUSEN maLpUn Kepearmiiikan, aran RiEpi cancan Cemaiasan saimea L. --

3. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Parsargan flidak [2rmasyy -——-

maneamni nane Darsarsas & o=l y e —
MERgEMNon Uany FREIiiaEnl i oarny,;
b. mendirkan suald usana Jary aizu WL senta Zads terusenaan i2r 2K 1l e

calam maupun ¢i ar negen:

L

narnisan dengan persalujuan dam alau sGrel-sUrdl yarg Dersangiuian Liul Slanca

!
tangan: olen seorang Komisans. o=occ
4. Peswmtan hulten unhd mencsiibkan melegaskan had 2y menadivan jamnzan

uiang seiurnun atau setagian Desar nama xexayaan Fersercan J2i@m san BaUn -—-

ey = - H ' b - - -
' Cuby Saik dalam satu transaxsi ajay beberaga Trapsavii yEnc hertyt 3ardiil -e-.-
S
P T e i o T - S P N L g g rrmm s men D mam ey mm
BT il | Uel DIl 3O TG 13001 T ||-ei \.n:!uﬂl. ... LI LNy N R T - L it in i

r;. 'ga par.amoas Y oamar oan RITUEM $2UTC0 FA0RM Ie0CRN T -ee-s

Sy o=

§Lara yang san gan disetuiul Cieh Iaing 3eTin Y JUIR Tes.3Tral; tatian 12T —--

jUmiaN selurdl suara yang CIKSIUarKan $8Cara 5an CBIEM A2 —aerm - rmmmm—onan -
u:ar‘.g 2EU

= Dt oty s m bompme By o las R P e T o P T
=, FEISUSGEN NdAl UNIUR MmEi GadnRati aad mcﬁlad:hc: acbcgal Cani=1

\r"le‘eoaakan hak atas hana kexavaan ~arsafcan sacacaimans cimaxsus caam aya!
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/4,(empat) wajib puia.diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahg-;a -----
indonesia yang beredar gi tempat kedudukan Perseroan paiing iambat 30 —w—--
{tigapuhuh) hari kalender techitung sejek dilakukan perbuatan hukum tersebut, ——--

8. a. Direktur Ultama bemhak dan berwenang dertindak untuk can atas nama —---——--

X Persernen, serte mewakili Direksi:

DeizminelDiein ~Mlloms tidsl besigetdiiberhzlananpkargne teCer 3pEpy

|33

-juga, hai mana tigak pefiv dibuxiikan kepada pihak ketiga, maka saian secrang

anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untk dan atas nama

Cireksi serta mewaiili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu perhak pula mengangka: seorang etau ledin —--

Ctabeiat wckil stoliElioeanim SEROen MSEESEGE kenatenys Lokiecesn yango --—

dgiatur dalam surat kuasa,
- 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oieh Rapat

Uiiin Pemmegang Sahiaim Gan wewenang tersebit oieh Repat Unum Femegang —

Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

[la]

Qalam ha! Persercan mempimyai kepentingen yeng bettentangan dengan
kepentingan pribadi-seorang anggota Direksi, maka Persérom akan giwakiil oigh —
anggota Direksi .lainnya..dan:‘dalam hat:Perseroan mempunyai kepentingan yang
berteniangan dengan kepentingan selunss. anggota Direksi, maka da:ém ral i —

: Perseroan. divakill oleh-Komisaris, —
! RAPAT DIREKSI
i Pasat 12.
[
i

i 1. Rapst Direksi dapat diadakan setiap wakiy bilamana dipandang periu oleh seorang
i sty lebin anggots Direksi slau atas permintsan tertulis dari 1 (salu) Pemegang —

Saham atau jebih yang bersama-sama mewakill 1/10 (satu per-sepuluh} bagian car

jumiah selunsh szham dengan hak suera yang sah.

; 2. Panggifan Rapat Direksi dilakukan oieh anggota Direksi yang berhak mewakili ——

Direksi menurut ketentuan pasal 11 {sebelas} Anggaran Dasar ini.

[

Panggilan.Rapst Direksi harus disampakan Cengsn surat tereatat alau dengan sigsl

3;3“9 disampaikan iangsung kepada: setiap Dnreksi dengan mendapal tanda-terima

—yene
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memperhitungkan tanggal pancgiian dan 1anggai i2gal —-ce_.. e

Panggitan itu harus mencaniumian azara. [@ngga:, wa2dlls 220 ‘amoat ram st

e L oo

Rapat Direksi diadakan ditempat Kedudukan Fersercen aiay tamos: ELiaEn LiEne

Persarpan. e N

- Apabila semua g.—.ggota Dirsksi hadir sizu dhaakil, FENgGilan taren samgic ..o

tersebut tidak diisyaraiken dan Rlecat Uireksi Secal Gladekan gimerazin woa can -

ternak mengambi Kepuiusan vang sai den mangikal

th

g 2 e h B bl Rodaan ) ' 2 (et~ O o .
Repat Direxsi dipimpin oieit Cirskiir Ulama, dalam nal Oireriur Ulama poas cacas ...

YNNG BT, e ot s e e e e ¢ et e

Searang anggata Direksi dapat darakili dalam Rapas Dirsksi venye sien arggnra —--

3t Adase. e

1
¢
'y
1471
)
iZ
L
(
(3]
[4V]
i}
W
]
[1§])
1
it
¥
oy
-
i
[11]
L)
n
U
o

Ragat Diweksi adalan san dan ferax mengam

sealcinya febin darl 4 (sar per-cua) 1mizn angeor2

gaiam Kapatl o — S

.
8
=
8
[11]
[ 4
[
=
(1]
by
if.l
o |
[1Y]
i
w
£
‘%
9
[ 4]
Ll
1
3
U
14
o
1
jm
3
-
i
3
]
)
nk
Sy
M,
5
| r
LY
3
[
.
e
I
§U

- q o o =D e s mmama, e ml =
Lin L ALdR gy deen (S ofal mend

Keculisan dramDi Cengan CemUNCUIEn SUGTa SSrT2saiNan SLEr2 13T U2 T8 ——

Trarmmie= Bl e i T N N .
[N | oy LN N JG‘IS (=t =] N Nl =] (Y= R e = = e e B o o o e o S =R = = R - = s
2. Senao argacea Ciiree 3 200 MaC T S3TeY mencaanan IETL 3 LETE TED e
tamnmohan ,"c.:h‘?-'} Tremdem oy DA Ti AN mpmsammen ey ~ mme m L =
L RRTRENEN D3R FURME UL 2R020 aMgnTTE ridsl g =TT =2 =
- -
- FOMUNCUIAN sUara Mercenat T 328e 30T JhakUxaEn SETGET FLTIULEIE e

faro lznpa (anda-angan, $2C20QHan CeMLNGUIan 3Uars menCena. T3 g a—-

- — b | ey B

Tmim obiales de mm g mey oon Bmmom oo cm il eime s P T P ——
{80 JndAUKET 3g2a03 «3a8n, K2Cudi £3dis TECEC MENenwiAsN & Srcd 308 ——-~

-_\\_iﬁzeratan gari yang heci. ——
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/

"
1

-~
[

b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeivarkan secara san

. dan kerenanya dianggep fidek dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak aca
sertz lidek dihitang daiem penentian jumizh suara yang dikeluarkan. ~----—em-— -

* il

Lo iTERN S

]

el ! e md b oimem e [ P, emb bame s s e el o Mo
(51 Gepat fude MENSAMDIl REDUTUSAN Yang $8h 1aNpe MENgadanan nell

LT

gsngan XKEIENTUaR SEMue anJodie Direks telen diberitany secare 1emu:s Jar se™uz

ternils R8s Mmenanca-wangani Derseriuan erseput. -
- Hepuiusan yang G@amdil geNGAN CATA gemikian, mempunyal kekyalan yang £ama
Jefgan keoiiusan yang Jiambid G2ngan sah daiam Rapat Difgks! e mreremememver—

XKOMISARIS

o

7

\""\

Pasai 3. .. W

MOMTUSENS (EI0i GeTl 5ecrang atay ieDi Komrsans, epabiie Siarpka: igom i —-

seorang Mom:sarns maka seorang diantaranya dapat diangkat sebaga Komusaris —

Yeng boieh Jiangral sebaga! anggota Komisaris hanyaish Warga indonesie vang —

mamer:hi persyareizn yang tifentukan persturan penndano-tndengen 3@%0 -~

beriaku,
Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham uniuk jangkz —

wakis 5- (lima) tahun; dengan tdak mengurangi tak Rapat Urum Pemegang Saham

untuk memberhentikan sevwakh-waktl,

Anggota Komisarie dapat diberi gaji danfatau tmjangan, yang jumizhnya cditentukan

olen Repat Umum Pemegang Saham; ———-

Apabila oieh suzh: sebab jabatan.anggota Komisaris lowong, maka dalam jangke

wakiu. 30 {tigspuiih} hari kalender seleish tedadinys lowongan, harus

-

diselengoarakan Rapat Umum Pemegang Saham mengisi lowongan ity dengan —

emoerhativan kotentian ayat 2 (dual-pesal inj,

m

memoe ketentian avat 2 (dua
Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri gari jabetannyz dengen —
membesiishukan . secare terulis mengenai maksudnya lersebut kepada Persercan

sekurangnya 3¢ {tigaputuh) harl kalender sebetury tangga! pengunduran dininya. —

lahbatan 2ngpotz Komisaris berakhir epabita | —
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!
Notads di Kotamadya Surssayd ]

y—

_«”’E_/,k;;ﬂangan Kewargaregaraan ndenesia) ~—-r—mrom e

| = .

b. mengundurkan diri sesuai ketenwian ayat & (enam nasal ini, -1
I ¢, hdak tagi memenuhi persyaratan cerundang-uncangan yarg Senanl oo
; d. MENINGGE! QUM wer— s e e e e e e

e dinerhentikan berdasarkan keputisan Ragat Umum Psmegang Sara2m —-ce—m e

TUGAS DAM WU ENANEG KOM AR L

v«-u -t a1 N

Pasal 14, r——— v e

- 1. Komisaris melalukan pengawesan atas ¥ehilaksanaan Direkst dalam manjalanian

Persaroan serta memoerikan rasinat Repada GIrel sl -mmeee—emmmea— . o ]
- 2. Komisaris bak bersama-sama maugtn sendiri-sendin setiag wekiu dalem jam ori3
Kanmtgr Parzarcan berhak memasyki be;‘:gune:-*. d apglisiS it 2y g et
dipergmakén atay yang dikuasai clen Perseroan danm Semak Memsarisa reeeew-.
gembukuen, stral dan alat bukti. lamma memeriksa dan meaneaeskan weacasn nang

Kas dan {airiain sera Seihek unlk mengelanui sega

8 3 gla tindakan yang igian -----

dilalankan oleh Qirexsi Tl ...
SNBSS = setien enEanis Dirsisi S8uh Tniule STETCEIRE 25 Ten olsig el a ne —---
segai@ hal yang ditanyakan gien Komisars - ———————

S1gg0E UieK sl ZoatiE EI_"CQ'CG CiraRsi lersediuy bartincak e NENENGET —EhgEr -—
Anggaran Dasar dan/atau Perundang-uncangan vang tera«u -—--
S Dembertahien sementars itu narss dberitanckan Yspacda yang nersaroviiar —-.

disertar ziasannya. Pale WL g

(4}

Dalam fangia wekiu 30 {tiganuiun) et kalender sesucan femoemantar (8ma~a7:
CiNBHoRaN LNTLK meryelangoaraken FasallUmu femEgats Tam e

202l mana vang akan MmemutlsKa

\h
e
3
0
[1%]
o
i
i
41
5
)
|
9]
v
-

1
¢

LF)
1
[§]
¥
31}
w :
[1%]
1
01

I

[}%)
1
o
v
)

-‘|ﬂnr"-an'war- Tarsn o

LTS
- — B

3 aftag ckem
ang dicamennian samentara :{u f9en x238MmoaiEn Lnk nEsy T2 TeT ISz IS
7. Rapal 2rsetut dalam avat § {anem) sasal i dinimon alsn Kemisans _tama mar

s b L e D -l

- -~ e Rl —
=11 PUMALT P S LGl O

[ e
-

& 534G FE0fEn

(C‘

@Un anggota Komisaris yarg nadir, ragat cigimoin Cien salah 335rEng yarg
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i cipilih oleh dan gari antara mereka yang hagir, -———-rmermrmseommmm s
I + — ., _— - e .t e .. . N . ) - -
| 8.: Apabila Rapal Umum Pemegang Saham tidak giagakan galem jangka wek Ju —-

i

{tigapuluh) han kalender setelah pemberhentian sementara iy, maka pemberhentiz

. - P - o poed - - e e
NENiaal watal el NUKUm, San Yalig Deisd

Kemoali [8b21aNNVE SEMUIE | ——— e e e —_—

£ ooy . i i mmmrtare mmm Do _— i
s ao i SRS angoois R e B IS e T oNTE2E,. CERRSEICAIDED e

mempunyai seorangpun-anoQoia Dieksl maka uniuk sementera komisan: -—

divajibran untuk mengurus Persercan. -

- - . - lw o —

| g - ——te 4 b - . - -
- wakaiy nal oeiminialn ROMESand DEmen UM el

€ I;\E_ﬂ rERUESESN SEmenlar
kepada seorang eieu iebih Cianiare mereka 2t2s tengoungen mereka bersama —~—
FheniSRaga EED AN oI E R, sos ale Lige s mewenang yang ---

g¢iderkan Dbag Konuseris Utama atau pafe Komisers cziam Anggaran Dasar mi -

berlaku pula paginya..

~ Pasat 15,

p)

:.'-.-

- Panggitan Rapat Komisaris dilakukan oleh-Komisaris Utsma.

wapat Komisaris capat mengadakan Ranat bilamana dianggzp periv oleh secrar

iy ieDin anggota Komusans alau seorang atau iebin anggota Direksi a2y 2

- permintaan dart 1 {saty) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewak

110 {satu per-sepuluh); bagian dari pimiah selunul saham dengan hak susra yar

s3h.

Panggilan Repat Komisaris disampaikan kepads anggota Komisaris secara langsur
maupun dengan . surat tercatat gengan.mendapat tande-terime vang iayak ---

-

sexurangnya 14 (empatbelas)yhan kalender sebelum rapat diadakan, dengan tid

memperhitungkan tanggalpanggiian dan t2nggal rapat

Panggitan ity harus mencantumkan acar, tangpal, wekiu dan temnat rapat,

Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan —

usaha Persercan.
--Apabile.semua anggota Komisaris-hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahu

tersebut tidak diisvaratkan-cary Rapat Direksi capat diagakan gimanapun g i
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f”’m mengambil REpULS2N YNNG 5281 Car MIENTIAL —rrermre

-
=1

o Rapat Komisaris dioimein cieh Cirgkiyur Ulama. S22m na

anggoia Komisaris fainnya cerdasanian sural Xuasa. —-cs—-r——mrmmmoem s
3. Rapat Komizaris adalah sah can berpek mengamoil Xepulisan yang Mmangal -

2panila segikimya lecin dari V4 (Sl psr-CU@) JUmial anglola Homisars fadi 2w -

cinakiii calam Ragat. = Tab

3 W oamiame
L mESUL

A.CMISNS yarx) 2Kan MEreniusn - --—--- R — - - (i~~~ -~ -
11 3 Sehiep angcoia Komtsars vang nacir cemax mengsiuaren b osalt slara fan -
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;’"’-izggutusan yang-diambil dengan cara demikian, memgunyal kexuaian yang same

.l

gengan .keputJsan vang oiamdii dengan san dafam Kapei homisarns.

TAHUN BUKU s
o - —--—— &5z 10, .

0

SEL} JBNUET S&8mMDE CENZET 1ANZLy

- -

T&nJN DLXU . FeISET0ZN DENEian Can 1anggal |

tenQaRl Noapuwn AL Oesemper tanun guaritu oua (31-12.2002) - i e '

MENVWJSUN 12D0TaN BNUnan Sesual ketenivan perziusren perncanc-unGangan vent

cerisku cen dienga-lengani cleh semuz enggeia Direksi can Komuszne urnlis -

Sigiukan daem Rapat UMUT P emegang.Saham Tahunan, sm——--——srmrmeem .o
AT

- Laporan @Bhunan. iei5eout hans sudan disediakan di kanior Persarsan Raung ——

Yy
184}
[43]

ZF
o]
1

Sanam Tenunan Ciselenggarakan agar dapat diperksa olen pare Pemegan

RAPAT UMUM DEMEGANG SaHan —

Fesal 17, -

ba

- istiteh Rapat Umurr Pemegang Sanam Calam Anggaran Desar ini bereiti Kesuan

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

18 (delapanbelas) Anggaran Dasar ini. .

e g=rotlinum Pepeganc Sahamileinnyasse i aiiabiEacs S iReac oo L
. grsebut Reapat Umum, Pemegang Saham iusr bigsa yaity RKapat Umum —-voe
Pemegang Sanam yang diadakan. sewaki-waitu berdasarkan kebuahzn, ——

"I

yaitu Kapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Repat Umum Pemegeng Sana

luar biatz kecuai dengan teges dinyateken lain. ' —

RAPAT UMUM FEMEGANG SAHAM TAMUIINAN

Pesal 18, = e

P

Rapet Umum, Femegang. Saham Tahuran diselenggarekan tiap tahun, paing lam:

§ {enam) Duian seferen anun buku Perseroan driump. e

\
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oa

l 2. - Dalam Rapatbmum Pemegang Saham TahUNan. == —reem . _
|
|
i
!

3. Direksi mengajukan perhitungan tanunan yeng terdin cari neraca can w—eee o
perhitungan laba gt dari tanun buku y2ng Lersangxutan $2ra cenjelasan atas

. Jokumen tersebul WMlK mengagat pengesanan ispal

b. Direksi mengajukan lageran tahunzn mengenai keadaen dan jalannya —weee..

Persercan dimasa yang akan datang, kegietan utzma Persercen dan .

: perubahannya selama tahum buku saria rincian masalah yang timbul ——n..

¢. Oiputuskan penggunaan laba Parsercan.

d. Dapat diputuskan hai-hal fain yang telah diajukan cengan tidak mengurangi —.-

- katantian dalam Arggaran 0asar, —-mmm—erer—smmim e -

» 3 Pengesahan perhitungan laba rugi oien Rapat Umum Pemegang S2ham Tahunan, ---
berarti memberkan pelmasan dan pembebasan tanggmg—iamab sepenuhnya e—-
. Kepada para anggota Dirersi can Komisaris pengurisan dan pengawasan yang —--

telah dijalankannya salama t=hun buku yeng telu, seiauh tindakan terseput ———--

tarcarmin dalam serhihmgan tehunan z

o & ES 05‘— R a4 b iy

M~

Apabila Direksf dan Komisaris lalai untuk menyeienggarakan Racar Umum —-——
Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditendukan maxa Pemageng —-
o -t bl c— T S mme mrws T omi amaen
] 1 [

- m beita aang ¢
SENEI GEINER TG g wu aau..uu FrEUSL LWL F e G RKY-n

biaya Perseroan selelen mencasat zin cen Kelta Pengadian Necen yarg daeran

my&m\'@ maim Jﬁ barrreat kach idindean Dargarman

e ¥ A et i e v 1 HE— N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 12

1. Direksi atau Komisaris bensenang menyelengearakan Racal Umum Samegang ——-

Sanzam uar iasa. -

Cireksi aks Komisaris wailc memanrggi!l dan menvelenggaravar Jasal Umum e

a2

Pemegang Sanem iuar bigsa ai@s cermuniaan EaLls dan | (32%) Famegans ee—aee-

Saham atau leoh yang bersama—sama mewaxits 1/10 (sam par-secu®in) Bagian can

i jumiah seluruh saham .dmgm.. K suacs yang sah.
. - Permmintaan terulis rersebut harus disamecarkan secara tercaltal gangan —————

e
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- r”'/m’;;;'ampalkan hal-hai yang hendak dibikarakan gisenai 31asannya. ---m-mmmmeoe = oo
i 3. Apapila Direksi gan kemisaris laiai unmk menyelenggarakan Rapai Umum —----—--

Pemegang Saham luar biesz sebegaimanz dimaksud delem ayzl 2 {duz) pasz’ i

guerima. makz Pemecang Sanam yang Dersangxuizn bemar memanggl $eCr

zl2g Dreyes Pergercan seielan menczpst ° dzn Meme Fengasien Megen vEnD -
Gaeren NUKUMNYa menputi EMOE! KegUGUKEN PETSETOBM rrmrrer—mrrr——wceemeememrenss

Tempenalikgn pEneianan Kets rengadilan vegen ya-ig MEMDET iTin 18780l -
e TEMPAT DAN PANGGIL AN RAPAT UMM PEMEGANG SAHAM e eme -

= - Fal. e . ~. S8 ...

1 ~apet Unum Pemenang Ssham diacakan di i2mpal Kedugukan Perseroan aisd -

drempat Perseroan melakukan kegmtan usaha.

Z. Femanggian Rapat Unum Pemegang Senam dilBkuRan cengan surat lemczisi va

narus dikinimkan seiambathva 14 (empatbelasy heri kalender sebelum tangce! rac

A

16y

ceiam hz! vang hel-ha! yang mendesek jencka wektu terseout depat gigersn

- paiing iambat 7 (lujuh) hari kaiender sebeium rapat gengan tficak Mempemmings

- . tanggal panggilan dan tanggal rapat
anggiian Rapst Wiian Femegang Saism. hards melKanuisal

-—

.~ tempat dan acara rapal, dengan disertat pemberitahuan Danwa bahan yang 2t

e

Lt

1

i antnr lai e dilabolk
dibicarskan f‘ﬁ'a"’ ranat tersedia di kenior Perseroan mulat hen dilakuken

pemanggiian sampai dengan t2nggal rapet diedakan.
4 Apsbila semua Pemegang Szham: dengan hak suara yang sah hadir atau civs
galarm rapat, maka pemaﬁggilm terlebin dahuk: sebagaimana dimaksud Gaiam
3 (tiga) ticak menjadl syarat dan dalam rapat ity Gapat diambil keputusan yang
serta mengkat mengenai hal yang akan dbicaraken sedengkan Rapat Umum

Pemegang Saham depat diseienggarakan dmanapun juga caiam wiiavah Rept

| Ingonesia.
{ PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMIUM PEMEGANG SAHAM —
i

L-'\__\\

Pasal 21, - - -
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1.

Apabila datam Anggaran Dasar ini ticak gite sntukan lain, maka Aapal vmum ..
Pemegang Sahem dipimpin oieh Direiwr Utema; dalam hal Dirskiur Utzme LCax -
ada atau berhzlangan-Karena sebab zpapun 8npa perly dBuURTKan kegaca phax
Ketiga, rapat dipimpin cigh saiah sacrang SireXwur dalam hal semua Dirsxiur ticak
hadir atau berhalangan karera sebab agaoun langa peity dicukikan <egaga sifiak
katica, rapalgoinipnelshiom
atay berhalangan karena sebab apapun tanpa periu ¢ituktikan Kepada pinax «etgz
rapat dipimpin oleh salah secrang anggola Komisaris: dalam hal samua Xomisaris

tidak hadir atau berhalangan karena sebab aogpun i&nps pefiu

- pihak ketiga, maka rapat dicimpin oleh dan dan aniara \ereka veng nedir dalam

. r_apat

ragpat e

Dari segaia hai yang dibicarakan dan diputuskan daiam Rapat Umum Pefmegang —-

Saham dibuat Berita Acara Rapat, unuk pengesahannya ditanda—tang?ni_ cien Keiua

Rapat dan seorang Permegang Saham. atau kuasa Pemiegang Sanam yang ditumjuk

oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam ragal —

]
1]

Penanda-anganan yang dimexsud dalam ayatl 2 (dud) £asal ini Udax cisyaralian

2pabila Benta Acara Rapat Sicual aatam Denik aka Netans,

MAW SUIARA DaN WEDLTUS AN - F 4

AR R e ] -y ) e

Fesai 22. .

a. Ragat Umum Pemagang Saham dapal dilangsungkan acatila cihacin 5:20 -—-eae-
Femegang Santam yang meauwsxiil
selunuh sanam dengan nRK suara yang sa2n veng [EiEn IKBILEMAT T8RN ---

Sargarczan vecual ‘\f‘?f“l asmmnwan fan Aaiam Aooearan RIS T s

o, Calam hal xorum sacagarmana Jumaksug galam zwal | 32l 2 @riztal mads
dapat diagakan pamangGuan racal Kadua. e

- o een e mpm i fmm mm b e ed e P s o e P N T S lr o=

C. -r@WManggnan seuagaiingng Ginadaud Gadivi Y&l 1 (d8w; § NENdS di@nikan —-

paling lameat 7 (Wwjuh) har xalender sebeium rapat diselenggarakzn hdaK -—--
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temnasuk tanggal panggilan dan tangoal 1a8pal «-rer—emem—emromveme—emim o

{
I
1
I
i

F_n!

‘J:-

o

.CI')

o

- Semua Keputusan diambit berdasakan musyanarah untuk mufakat

d. Rapat keaua diseiengoarakan paiing cepai 10 (sepuiuh) hari kaiender gan paiing

lambat 21 {dizpuiuh satu) heri kalender terhifiung sejak rapat periamia, -—-w--—---

epabiiz . cihacti olen Pemegang Sanam vang mewakili seSikinya /2 {s&t Der
ng2) Zoniumizh cpiunn e3nam Jengan hek SURTE YENZ SENL ce-ememeee—eeeeo

~emeganc. Seham hame cacat dvekili cleh Pemecang Seham lain gizy oreng .ain

CENQEn sUr2t KU28E, N

Kerua rapal demak MemN@ 2gar SUrai kuase UNLK mewekii Femegang Sznan

diperiinatkan kepadanya pada wekiy rapat diagakan.

Dalam repat, Liap saham memberikan hak kepada pemiliknys unwk mengeiuaren

{saiu} suars,

Anoaote. Dirsks) dan 2nogoia Komisars dzn pera kenfawen Persercen tidew ooieh

Deriingak seizky kuazsa daiam rapat, namun Suara yang mereka Keluarkan seiaky

kuasa dalam rapat licak dihitung dalam pemungutan suara,

EAINGUIEN SUSTe meEngenai din orang dilakuxan dengan surat terutup yang lidsx

s

ditanga-tangani gan .mengenai .hal .lzin secara lisan, kecuali apabila repa! ——

-menentukan lein tamma adz keberaten dari Pemegeng Szham yeng hedir delem —

Suara blanko atau suarz yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidaTc gihitung dalam

- . oA — - b - e *
meneniikan jumiah sUsTs yang dikeluarkan Galam rfapal

. Dalam ha! kepunisan berdasarkan musyawarah unbsk mufakat tidak tercapai maka

keputusan ciambii dengan pemunguidn suara bercasarkan suara sebniu terbanyak

dari jumiah suara vang dikeluarkan dengan sah cCalam rapat, kecuali apabila calan

. 0 o . 2o

Pemegang. Sanam 02pal kiga mengamdil keputusan yang sah gan mengikal ianpi
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Tesis

selujuenny2 mengenal Usul yang diiaiien sgsara tartulh

gersehiuan (SrsebuL o e S

- Keguiusan yang giarrpil dergan zara cemikien mempunyal Kekualan yerg sama

— : ;: it o - ] Fo ) a0 T - o )
gangan KeguiiszalfNianilciarlille dn oo ganfGalam Rapat Umum Pemegang Sanam
e
) =1
PENGGNAAN LASA
Dagal 23, -

Laba barsin Farsaroan daiam seabr tanun Suby sSsedl fEreanim calam narzsa dan

parhiungan laba mgi vang disankan glen Pape! Umum Tahunan Pemegang Szham

s d.ce, MENUNRT S3ra penggunaany@ yang ditsnlukan olen raper sty -
Qatam hal Raoat Umum Tahuran Pemagang Saham Tznunan ticek merentXan 2202

pengginaannya, laka hervih samlah furang! dengan cadangan yang dmalinkan ..

Undang-undang dan Angoaran Dasar Farsercean Sibagi sebagal czuicen. ——-e-

i 3. Apabila gerhitungan feba rugi s2da suats tahun Buky merunpkian yencian yang
ddak dagat dergan dana sadangan, maka karugian i akan taizp dinaml fan -
_ dimasukan calam cemiftingan iata mugi can c lam. 3hun DUk seiznimve -
{ arserozn dianggap tidale mencapal lans selama Ysnigian vang tarftEral fan —
| dithasurkan daiam pe_fhi‘a.mgan 1aca rugt itu Ceium sama sesah tamuio
"4 . Lzha yang dibagikan secacai 4ewsden yEng UC2k CramBd caiam wast § hmat
% tahen  saisish disedistan unod ditzyatkan .
’ cadargan vang Knusus ciserntuikaa unmk it
.
! - deviden dalam cana cadargan WPusus 2rsedus degar Ziamhy oen Samagar:
|
t
i
i
| PENGGLMAAN DANA CADANGEN
,_{_____ “asal 24 - ——
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1. Eegian darl laba yeng Cedizkan untuk Gane c3SeNgan dueniiaen oieh flapel Umam
Pemegang Seham gengan MENGincankan Deraluien Perunsang-uncansan varg -----
STIBEU, me e e s s et e e eem e e s v e m e s e a

- t"vc ..J.-l-—....C...-..
TETNTUD s ETT AT OVETD SETT
2 T =l = = TR e A ey e - - - = .-
. LTTENS e : TenTEIDE Tene LEdanaan gl CENE Lecansan T MIETICETIET £ LE
CENQET LRTE Vang IATSGRC NEK C.eRnyR o
- P Aol e —— - —— e -l -,
(WIS ;g::n WNETEY DETIERL, e
NS i
- . — “ThZUSA=AN ANCGARAIN DASAS
i i
FESSI IT ——
;
SUAME vang san fan kesuiisan cweun.u oleh pzling sedikit 273 /Jue per-iice
—— |
: ) 580 Caiem reoet -
R
T Tgngomanms Merentean Sccoetae Dofar vang TET Mooyl messLoprat T AT oo
e N T Kol - (AR SR o Pl R z PR mZtLIcTyLE
e R B e beaf D WAl [P il Fe .ol

Tesis Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan ... Muhamad Hasanuddin



| DA AM, ADEN-Perpustakaan Universitas Airlangga

‘ IWIAN SALER
raz2y3

Natang & Rgamatyd 9w e 3

o

msia Republik Indonesia dalam wakiu sslambat-lambatnya 14 {empadeias) han

: valender. terhitung sejak kepumsan Rapat Umum P2magang Szham (30Eng «-r—e-u-

pengubanan tersabut serta didaftarkan calam Wajib Daftar Penusziazn. —--—----meeeme

Apagiia dalam rapat yang dimaksud dalam ayat i{Sai} Koim yerg diteniuran tidex

f 5%

terczpai. maka paling cepat 10 (seguiuh) hari kalender dan paling lambat 21 ~—
(duapuluh sate) hari kalender salsleh repat periama Hu Capat digaienggarakan rapal
kedua dengan syarat den aczra yang sama seperti yang ciperiukan unk rapat
pertama, kecuali mengenai jangka wakiu panggitan harus dilakukan paing lemnat 7
{tujuh) hari Kalender seoelum rapet-kedu'a tarsebut tidak fsrmasuk tanggal «——ee—-
panggilan dan tanggal rapat can keputusan disatujui dengan syera tarbanyex dari

ireenl| 1 i ! e by Aglamm rama
jumlzh suerg yang diksluarkan cengan 20 fE0a

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diceritanukan secara terwlis kegada

semia Kreditor Persarsan dan diumumban oleh Direxsi dalam surat kabar harian

Serbahasa indonesia yang lerit dan atau beredar secara iuas di ampal Kedudiurkan

r

Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sajak terggal ——-

keputusan tentang pengurangan medal tarsebul.
PENGGABUNGAN, PELESURAN OAN PENGAMBIL-ALIHAN -——mem e —-

Pasal 23.

1. Denrgan menghdahﬁm ketenwan ceratiran perundang-undangan Ceclaku meka ——
penggabungan, peleburan, ¢an pengampil-alinan hanya dapgal difakukan
berdagarian Yeputugan Rapst Umym Pemegang Sgham yang ¢ i alzh
Pemegang Saham yang mewakiii paling sedikit ¥ (tiga per-empa(} <an umian —-—
‘sa2luruh saham dengan .hak suara yang sah dan kepudisan disenivt oien paling ~—-

Y . -~ b, e 2t el - PR Te BTt Tar A E

o 3 tw - T - At
SBCIRIL ¥ (UGS DEM-8N0aN) S8 juindn 3Uara yaing Gind

-

Dirak si wail moacomyumiars 4alaes 2 /dual sorar vasar karian samamaia imAsraa
RS 5! MG ST Y An T2 £ ATUa Ural X2sar fanagn anaszz ‘nmooresld

R ] [N -

yarg terod i daerah tzmpal xeducukian Farsercan, mengenat rEhcana

FEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
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----------------------------------- Pa5al 27 s e e e

1. Dengan mengindanian ketentuen peraturan peruncang-undangan yang beriaky ----
makz pembibaren Perserpen henya dapet filekuken bersasarkan keputusan =zace!
Umum Femegang Saham yang dinediri olen Pemegang Sanem vang Mewssi LEINg
§eCikt Y (iga per-emoal) Teri iumiah seluruh saham gencen hav suzrz VBRI 38T
SEnokeDUmitan Cieelufur oleh paing seckdl B4 (ize neremoal oEnoumaan Lozt
Yeng vang Cikeluarkan Jengan $en Ga12M 2D8Y, «-——-reemu oo rmmea— o —mo—cceme e

2 Apebile Persercan ni cihubarken, baik karena serakni janake vakiy herdirnys 0a
CILUDEMEN DETOSSEMan REDUiLsen Ranet Umum Pemeganc Saham atau karene -—-
Sinveizken budet bercasarkan Pengedilen. makz harus giedekan ivuicas| oier -—-
HELIZEOr, e e - B AR U S S

I Difekst DemngeKk sebegei-iikuioarr apabiis Caiam keputusan Rasal Umum -—
Pemegang Saham atau penelzpan dmaksud dalam avet 2 {Cua) tidak menunns ——
WK GFOE1oT.

¢ Upan bagl pare likuidator ditentuken oled Rapat Umum Pemegang Szhem ztayu
penetanzh Pengadilan

5. Likuidator viib mendafiarkan daiam Wajio Daf@r Perusanaan. mengumuman ——-
calern Serita Negara ¢an calam 2 (duz) surat kabar harian berbahesa Inconesia
yang ierit' atau beredar diternpat kedudukkan Perseroan serta memberitahukan —
kepada Menteri Kehakiman Repudlix Indonesia paling fambal 33 {tzZasuih he:
sejsk perseroen dibubarken i e

3 Ar:ggaran vesar 3ECerl yeng {Emmakih dalem shiz DENTIER [ESENE cere—r
~ENCUDENENAYE WEMUTIEN NETIEEs Derlaky $8Toa ZanCAN I2RgCE! LisEnEr Ve
SETMIUTREN iHiCss oizh Recat Umum Semeseng Sshem 050 CDEnKENTYE ee-
peliungsan cen Dembsehasan sepenuhnya kepada liruidator,

i PERATURAN PENI TP
Pasai Z5. -
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ans g K2iamacya Suran va p 99

B35 MENSCANGKAN BRMWE, -urmsrrmmmsers mate o rm s B

i, Menyimpang darf kezentuan yeng citaniikan C2iam dasal 19 {3gouleh) fan 2asal 13

(rigabelas) Anggaran Da2sar ini mergenas 1212 032 pengangkaian angzeis Jisss

i dan Komissrs, 518N CiaNGRaT 808G a1 m s rrrm s e o e e
| - .

i SKTUR.UT AV Nyenwa maien MERERYATI Bacnzor of emee-

i Acministrguen, giizhirkan diMedan, tacz engge:

' osam Agni geritu sempiienratis limssuin se

(01041351, Varga Megara InConesia, w-—-ee

=

Yiirasaasia, sertzmpal Unggal ci Jaizn Matisar

Salatan 38 Rukun Tetangga 003, Rukun Wargz
. 303 Katrahan Kutiear, Kacamatan Tenggiis -
tejoyo, Surzbaya; Pemegang Kard Tanca =----
Penc‘.udak comar 12 5608 410457 Q00T caa—eaeen
IEIREXTUR '

v (13-11-1375), Vrarga Negara incenssia ——----

‘Wiraga@sa Derampal Gnggal o1 Jaian W ave |

e R <Ot -2mEsans —

' . . ®ark T2nCa PenduCik ACME! «emeem——eesmmeeams
z )6 5307 531178 7024

SREKTLR _an MENCRA CHEF ARISIiANA izminae

Sancu ng zacte ‘_aﬂc“a‘ CLUACEU, o NI e
sarmry zamasdaneates el Ry~ ey TS N
=20 STEREENAN Ao TR T2 il

PL72Y wiarse Megara incoresial Wotasaasiz -

sertempat nnggal di Jalan Raya Qausn [evn

Kampurgoare, Kecamaian Saulicn Kolagers: —

\
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i
[WAN SALEH IRAWAN, 5. 1
Noiang Gf Koiarmalys Suradava

./

| Femegang ¥ar T andga FEncutdk nomor

| KowsaARS

1B I/KTFMOBNVIZ001

Tuzn Haji Dokicrengus MICEAMAD ATRAW!

SNBM JUn SEnDy SETMTHBNNEWS NEETUWT £TET
G GiT e Gitisems Aiseseo mmamer o -
R R O L T R L ST = ]

WITESWE RIS, DEMEMDET UNCTEN Ti LEET SLLEE
Sewtan 35 Suhun Temmnppe Q02 Honr wiant:
NS e emaemm o gEiese O N o -
s, REILTANEN rUtisel. nelalielsl (2hieds —
[ o o o & - =
rewoye Surabave Pemegant Far 2Nl —----
= i - iy Tl SR

S SRieRely [Eesrelge | U UBEE VS e

MAR8MQ VAND HETSanQMUIaN Nan NERs gikankan galam Rapar Lmum Zemenang —--
G tmimrm s o —mm e ———— el mlmd mliaem mmdloimi Alibe Timmircmes - Eeme o =
WEREHT YOI P, TGS Al WMGAERGl L, DTSRRI SR TGl B TR W GG e —

penpesanan lMenien Nehaximan can mak Azas Manusie

Fal AT . . —_=
A NN o 1

Repulik iN0onesi2 —-—

of ASTINISITETIon. IRR'K DErsame-sama meUpUn SERTIN- SeNGiN S8ngan Nek

unluk memmncanxan kekuzsgan mi uniuk memohon pengeszhan ai2s Anggerzn

Desar 1ni dawi insiznsi yang befvwenang Gan unhk membuat pengubahan dan‘zisy

tambzhan cafern Denk bagaimanapun |Uga yeng
pengesahan
permohonan

melaksanzken tngeran fain yang mungkin giperiukan

gmeriuken uniuk METIDEIDEN

tersebut dzn uniuk mengejukan den menendz-3ngani semMuE ———

GEN Cokumen lainmya untuR memiiih {empat xeSuSukkan Can uhiuk
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—-—-—'—-.-—
Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan Kepada para cenghadag, para saksi, maka -——--

seketika 102 para penghacep, para saksi can saya, NClaris, menanda-tangani akia ini ---
Ditangsungkan dengan dua (2) earstan karena penggantian, dan dengan 2 {cual -—nen

LR R e ]
TowStiidgl g, ———

Minuta akia ini telah ditanda-tangani dengan cuio

Diberikan sgbegai salinan yang same Junvinya. e -
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